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ABSTRAK 

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBATALAN HAJI REGULER PADA 

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PEKANBARU 

Oleh:  

ANIRATUL HIKMAH 

NIM. 12070520634 

Email: aniratulhikmah15@gmail.com 

Penelitian ini dilakukan di Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru. Tujuan 

dari penelitian ini untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Pembatalan Haji 

Reguler Pada Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru dan juga untuk 

mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam Implementasi 

Kebijakan Pembatalan Haji Reguler Pada Kantor Kementerian Agama Kota 

Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan 

penentuan informan yang dilakukan melalui teknik purposive sampling. 

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan pembatalan haji 

reguler pada kantor kementerian agama kota pekanbaru telah dilakukan dengan 

cukup baik, meskipun masih terdapat kendala yang dihadapi. Berdasarkan Teori 

Kebijakan Publik oleh Edward III, penelitian ini mengidentifikasi empat 

indikator, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dari 

beberapa sumber data yang telah dianalisis, dapat disimpulkan bahwa 

Implementasi Kebijakan Pembatalan Haji Reguler Pada Kantor Kementerian 

Agama Kota Pekanbaru belum mencapai optimal. Beberapa hambatan yang 

ditemui dalam proses pelaksanaan Pembatalan Haji Reguler mencakup pencairan 

dana yang lambat, kendala teknis dalam penginputan data, pemanfaatan sumber 

daya yang belum optimal, dan kurangnya sosialisasi terkait Kebijakan 

Pembatalan Haji Reguler kepada calon jamaah haji.  

 

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pembatalan Haji Reguler, Kota 

Pekanbaru 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Ibadah Haji merupakan suatu aktivitas yang dilakukan seorang muslim 

untuk mengunjungi ka`bah ke tanah suci mekkah yang diwajibkan oleh Allah 

SWT kepada seluruh umat Islam yang sudah mencapai istita’ah (mampu) baik 

secara jasmani maupun rohani dimana hal ini dilakukan secara tahunan 

(Oktaviani, 2021). Dengan demikian sesuai dengan Keputusan Menteri Agama 

Republik Indonesia No. 660 Tahun 2021 Tentang pembatalan keberangkatan 

jemaah Haji Reguler bahwasanya ibadah haji merupakan ibadah wajib yang 

ditunaikan bagi umat islam yang mampu secara ekonomi dan fisik serta 

terjaminnya kesehatan, keselamatan, dan keamanan jemaah haji selama berada di 

embarkasi atau debarkasi, diperjalanan, dan di Arab Saudi (Armansyah, 2021). 

Maka dari itu masyarakat menuntut akan kemudahan dan kepastian untuk 

menerima pelayanan dalam penyelenggaraan haji sehingga dapat melaksanakan 

ibadah haji secara tertib, aman, nyaman dan lancar serta memenuhi tuntutan 

syariah untuk memperoleh haji mabrur. 

Suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pasti menyangkut 

kepentingan umum atau masyarakat, serta suatu kebijakan itu ada karena berharap 

untuk dapat menyelesaikan suatu masalah yang terjadi di kehidupan kita. Begitu 

pula dengan masalah pembatalan haji. Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan 

terkait pembatalan haji sebab banyaknya masyarakat yang ingin menarik uangnya 

kembali, hal ini disebabkan oleh barbagai macam faktor serta kondisi masyarakat 
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itu sendiri. Sesuai dengan Keputusan Jendral Penyelenggara Haji dan Umrah 

No.241 Tahun 2021 tentang Standar Operasional Prosedur Pembatalan 

Pendaftaran Jemaah Haji Reguler, bahwasanya pembatalan pendaftaran jamaah 

haji regular dilakukan pada kantor kementerian agama kabupaten/kota sesuai 

dengan kartu tanda penduduk domisili jamaah haji. Dalam hal ini kementerian 

Agama Kota Pekanbaru juga melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan 

terkait proses pembatalan haji regular. 

Kementerian Agama Kota Pekanbaru merupakan salah satu instansi 

pemerintah yang melayani seputar ibadah haji. Pelayananan ini secara teknis 

diselenggarakan oleh Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Dalam hal ini Seksi 

Penyelenggaraan Haji dan Umrah secara struktural memanfaatkan seksi yang ada 

sesuai tugas dan fungsinya dan sesuai peraturan perundang-undangan serta 

mempunyai tanggung jawab dalam memberikan pelayanaan kepada masyarakat 

terkait info kepastian keberangkatan dan memfasilitasi pelayanan bagi jamaah 

haji. Kantor Kemeterian Agama Kota Pekanbaru, yang berperan dalam pelayanan 

tentang  ibadah haji,  Baik itu mulai dari penndaftaran calon jamaah haji, 

pengecekan keberangkatan, pelimpahan nomor porsi haji, pembatalan haji, dan 

informasi lainnya terkait haji. Tanggung jawab tersebut tidak hanya berupa 

pelayan fisik, tetapi juga pelaksaan ibadah. Bukan hanya pendaftaran dan 

penyelenggaraan ibadah haji saja yang perlu pelayanan terbaik tetapi dengan 

adanya pembatalan calon jamaah haji juga harus melalui jasa yang benar dan 

sesuai dengan kebijakan yang berlaku. 
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Pasca covid-19 pelaksanaan  ibadah haji yang mulanya tidak 

diselenggarakan selama 2 tahun berturut-turut, pada saat ini pelaksaan ibadah haji 

telah dibuka kembali secara normal oleh pemerintah Arab Saudi. Dengan adanya 

hal tersebut banyak calon jamaah haji yang tertunda keberangkatannya akibat 

covid -19 (Kartika, 2021). Kepala bidang haji kanwil kemenag riau, syahrudin 

mengungkapkan bahwa, sesuai surat keputusan Kementian Agama Riau, tahun ini 

di provinsi Riau mendapatkan kuota sebanyak 5.047 termasuk petugas haji. Dari 

kuota 5.047 tersebut untuk kuota diluar petugas ddiperkirakan sebanyak 5.008 

jamaah. Dan jumlah inilah yang akan dibagi untuk 12 kabupaten kota se provinsi 

Riau. Dan dari kuota tersebut yang paling banyak adalah berasal dari kota 

pekanbaru. Berdasarkan kuota jamaah haji ini ada peningkatan dari jumlah kuota 

haji pada tahun sebelumnya (Riau.go.id, diakses pada 13/05/2023). Semakin 

banyaknya keinginan masyarakat untuk menunaikan ibadah haji ke tanah suci 

maka semakin lama pula daftar antrian untuk keberangkatannya. Berdasarkan 

jumlah kuota jamaah haji di riau yaitu sekitar 25.000 lebih maka masa tunggu 

untuk keberangkatannya sekitar 24-25 tahun setelah waktu pendaftaran.  

Pembatalan haji merupakan upaya langkah untuk menghapus nomor porsi 

calon jamaah haji dari sistem komputerisasi haji terpadu, yang biasa disebut 

SISKOHAT. Setelah nomor porsi tersebut dihapus dari aplikasi SISKOHAT, 

calon jamaah haji yang memiliki nomor porsi tersebut akan membatalkan rencana 

perjalanan ibadah haji mereka, dan setoran awal atau lunas akan dikembalikan. 

Pembatalan haji oleh calon jamaah haji semakin meningkat dari tahun ke 

tahun, hal ini disebabkan oleh beragam faktor. Seperti  masa tunggu 
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keberangkatan yang lama, ONH (Ongkos Naik Haji) yang meningkat, calon haji 

yang meninggal dunia, maupun perubahan kondisi kesehatan bagi calon jamaah 

haji. Berdasarkan keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah biaya haji naik 

dari tahun sebelumnya, yaitu sebesar Rp. 49,81 juta sesuai dengan yang 

disampaikan oleh menteri agama Yaqult Cholil Qoumas dalam Rapat Panja di 

Kantor DPR-RI senayan Jakarta (kemenkopmk.go.id, diakses pada 19/09/2023)). 

Hal ini juga banyak yang menyebabkan calon jamaah haji mengubah niatnya 

untuk membatal haji karena ketidakmapuan dari berbagai macam faktor, baik dari 

segi kesehatan maupun dari segi ekonomi untuk melunasinya.  

Dengan demikian setiap harinya pun calon jamaah haji banyak yang 

berkujung untuk membatalkan nomor porsi hajinya ke Kantor Kementerian 

Agama Kota Pekanbaru tepatnya pada seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah 

sehingga membuat pegawai yang terdapat di seksi tersebut harus berperan dalam 

pelayanan pembatalan haji reguler ini sesuai dengan kebijakan yang berlaku. 

Menunaikan ibadah haji menjadi dalah satu kewajiban umat islam untuk 

menunaikan rukun Islam yang kelima. Dan memang menunaikan ibadah haji 

membutuhkan biaya yang besar untuk melunasi biaya haji, sehingga hal ini 

menjadi salah satu penyebab calon jamaah haji kehilangan minat dan 

membatalkan hajinya dengan menarik uang pendaftaran haji yang telah disetorkan 

dan memilih untuk melaksanakan umrah. Calon jemaah haji telah mendaftar 

berada dalam daftar tunggu yang sangat lama, sehingga calon jemaah haji harus 

bersabar sehingga dampak risiko pembatalan ibadah haji relatif besar (Masriadi, 

2021) 
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Tabel 1.1  

Jumlah Pembatalan Haji Tahun 2021-2023 

 
Sumber: Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama 

Kota Pekanbaru 2024 

 Berdasarkan grafik diatas, 3 tahun belakang ini jumlah pembatalan haji 

pertahun semakin lama semakin meningkat. Diketahui bahwa pada tahun  2021 

jumlah pembatalan haji dari bulan januari-desember sebanyak 253 orang calon 

jamaah haji yang melakukan pembatalan. Dengan puncak pembatalan terbanyak 

ditahun 2021 pada bulan juni sebanyak 32 orang. Kemudian pada tahun 2022 

jumlah pembatalan sebanyak 302 orang meningkat dari tahun sebelumnya. Pada 

tahun 2022 puncak terbanyak pembatalan pada bulan april yaitu sebanyak 50 

orang yang melakukan pembatalan. Dan ditahun 2023 jumlah yang melakukan 

pembatalan haji reguler sebanyak 337 orang dengan puncak terbanyak di bulan 

februari yaitu dengan jumlah 52 orang. Dengan demikian jumlah pembatalan haji 

ini pertahunnya terus naik secara signifikan. Dan untuk tahun selanjutnya bisa saja 

mengalami penurunan atau malah mengalami kenaikan yang seperti tahun-tahun 

sebelumnya. 
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Gambar 1.1 

Mekanisme Prosedur Pembatalan Haji Reguler 

 
Sumber: https://kemenag.go.id 

Gambar diatas merupakan mekanisme pembatalan haji atau permohonan 

pengembalian setoran pelunasan biaya perjalanan ibadah haji (BPIH) regular yang 

mana jamaah haji harus melakukan proses tersebut untuk membatalkan haji. 

Dalam mekanisme pembatalan haji memang membutuhkan proses yang lumayan 

panjang, mulai dari jamaah haji yang ingin membatalkan hajinya membuat 

pengajuan kepada kankemenag kab/kota, sampai nanti akhirnya sampai pada 

tahap transfer dana pengembaliannya ke rekening jamaah haji yang bersangkutan 

oleh bank tempat mendaftar haji (Fahmi, 2023). 

Pembatalan porsi haji juga harus memenuhi syarat yang ditentukan sesuai 

kebijakan pembatalan haji, dan banyak calon jamaah haji yang datang untuk 

membatalkan hajinya tetapi kurang mengetahui syarat-syarat apa saja yang harus 

dilengkapi dalam proses pembatalan haji yang sesuai dengan kebijakan yang 

https://kemenag.go.id/
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berlaku, sehingga berkas persyaratan pembatalan haji regular yang diberikan 

kepada petugas belum di input dan hal ini dapat memerlukan waktu yang lebih 

lama dalam proses pembatalan, karena masyarakat harus bolak-balik untuk 

melengkapi berkas pembatalan agar sesuai dengan syarat-syarat yang telah 

ditentukan (Suherdi, 2022). Sehingga yang seharusnya dalam proses paling lama 3 

hari kerja selesai menjadi lebih lama dari pada 3 hari dan bisa samapi 5 hari baru 

selesai bahkan satu minggu. Hal ini bertolak belakang dengan kebijakan yang 

berlaku yang mana dalam Keputusan Direktur Jendral Penyelenggaraan Haji dan 

Umrah no. 241 tahun 2021 disebutkan bahwa proses untuk penyelesaian 

pembatalan pendaftaran haji regular pada kantor Kementerian Agama 

Kabupaten/Kota selama 3 (tiga) hari kerja. Disamping hal itu sebagian masyarakat 

menilai proses pembatalan haji terlalu lama dan sehingga menimbulkan 

ketidakpuasan calon jamaah haji yang membatalkan (metrouniv.ac.id, diakses 

pada 19/09/2023) 

Peneliti ingin mengkaji permasalahan pembatalan ibadah haji karena 

secara umum dia melihat sesuatu yang tidak biasa. Secara umum, umat Islam 

berusaha keras untuk bisa menunaikan ibadah haji, sekalipun mereka harus 

membayar banyak dengan biaya yang mahal, dan meskipun mereka harus 

mengantri keberangkatan Haji selama bertahun-tahun. Namun kasusnya berbeda 

dengan pembatalan karena yang bersangkutan telah mampu membayar BPIH 

(Biaya Pendaftaran Ibadah Haji), namun dibatalkan dan ditarik kembali biaya-

biaya ini. Dalam hal ini permasalahannya adalah jamaah haji yang ingin 

membatalkan nomor porsinya harus menunggu lama untuk proses mekanisme 
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pembatalannya, dan juga masih terdapat kesulitan bagi jamaah haji yang ingin 

membatalkan karena jamaah haji tersebut belum melengkapi syarat 

pembatalannya, Sehingga pembatalannya belum bisa diproses. Dengan demikian 

sesuai dengan Keputusan Jendral Penyelenggara Haji dan Umrah No. 241 Tahun 

2021 tentang Standar Operasional Prosedur Pembatalan Pendaftaran Jemaah Haji 

Reguler bahwasanya dalam proses waktu penyelesaian  3 hari kerja namun banyak 

jamaah haji yang membatalkan dalam prosesnya lebih dari waktu tersebut. 

Agar kebijakan tersebut dapat diterapkan dengan baik sebagaimana yang 

tertuang dalam Keputusan Direktur Jendral Penyelenggaraan Haji dan Umrah No. 

60 Tahun 2018 bahwasanya untuk tetap menjaga kontinuitas proses pembatalan 

pendaftaran jamaah haji regular dan pengembalian biaya penyelenggaraan haji 

dengan baik maka diperlukan mekanisme yang jelas dalam proses pelaksanaannya  

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang “Implementasi Kebijkan Pembatalan Haji Reguler Pada Kantor 

Kementerian Agama Kota Pekanbaru”. Dengan melihat apakah pelaksanaan 

pembatalan haji telah dilakukan sesuai dengan kebijakan yang berlaku.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas maka rumusan masalah 

penelitian ini yaitu sebagai berikut ini: 

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Pembatalan Haji Reguler Pada Kantor 

Kementerian Agama Kota Pekanbaru? 

2. Apa faktor penghambat dalam Implementasi Kebijakan Pembatalan Haji 

Reguler Pada Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Pembatalan Haji Reguler Pada 

Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru. 

2. Untuk mengetahui faktor penghambat Implementasi Kebijakan Pembatalan 

Haji Reguler Pada Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah dapat memberikan kontribusi 

pemikiran dan ide-ide baru kepada masyarakat umum dan penulis tentang 

sebuah kebijakan yang diterapkan pada suatu instansi. 

2. Manfaat praktis dari penelitian ini adalah meningkatkan pengetahuan, 

wawasan, dan pembelajaran pribadi mengeai pelaksanaan Kebijakan 

Pembatalan Haji Reguler Pada Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru 

3. Manfaat bagi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial adalah sebagai sumber 

referensi untuk meningkatkan kualitas serta kuantitas pada bidang ilmu sosial 

lainnya terutama dalam bidang Ilmu Administrasi Negara Uin Suska Riau 

serta untuk peneliti selanjutnya. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan hasil penelitian ini, terdiri dari enam bab 

diantaranya:  

BAB I   : PENDAHULUAN  
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Bab ini merupakan bab pertama dari penulisan, yang terdiri dari 

Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat 

Penelitian, dan Sistematika Penulisan.  

BAB II  : LANDASAN TEORI  

Pada bab ini landasan teori mengenai referensi-referensi dan buku 

dengan permasalahan yang dibahas oleh peneliti.  

BAB III  : METODE PENELITIAN  

Pada bab ini Metode Penelitian berisi tentang Jenis Penelitian, 

Sumber Data, Tempat dan Waktu Penelitian, Metode 

Pengumpulan Data, dan Informan Penelitian.  

BAB IV  : GAMBARAN UMUM  

Pada bab ini penulis menjelaskan tentang Sejarah Singkat, Visi 

dan Misi Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru, dan 

Struktur Organisai beserta uraian tugasnya.  

BAB V  : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Pada bab ini penulis akan membahas hasil dan penelitian tentang 

Implementasi Kebijakan Pembatalan Haji Reguler Pada Kantor 

Kementerian Agama Kota Pekanbaru.  

BAB VI  : PENUTUP  

Pada bab ini membahas kesimpulan dari hasil penelitian serta 

saran yang membangun bagi objek peneliti agar bisa lebih baik 

lagi untuk kedepannya.  

DAFTAR PUSTAKA 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1  Konsep Kebijakan Publik 

2.1.1 Pengertian Kebijakan Publik 

 kebijakan publik berasal dari kata Public Police,”public” yaitupublik, 

“Policy” yaitukebijakan. Sebelumnya kata Public Policy diterjemahkan 

kebijaksanaan negara, tetapi kemudiandinilai tidak pas dan diganti dengan 

“kebijakan publik” yang dinilai lebih benar. Kebi ljakan pu lbli lk meru lpakan realiltas 

sosi lal sejak manulsi la menyadari l bahwa mereka memillilki l tuljulan hi ldulp yang sama 

namuln kepentilngan yang berbeda dan bervari lasi l pulla. (Su landil, 2022) 

Kebi ljakan pu lblilk adalah kepultulsan yang mengi lkat bagi l orang banyak pada 

tatanan strategi ls atau l bersilfat gari ls besar yang di lbulat oleh pemegang otori ltas 

pulbli lk. Dengan demilki lan, kebi ljakan pulblilk haru ls di lbulat oleh otoriltas poliltilk, 

yai ltul mereka yang meneri lma mandat daril pulbi lk ataul orang banyak yang melalu lil 

proses pemilli lhan ulntulk bertilndak atas nama rakyat banyak (Anggara, 2018). 

 Kebi ljakan pulbli lk adalah kewenangan pemeri lntah menjalankan tulgas dan 

fulngsi lnya dalam hulbulngannya dengan masyarakat dan du lni la ulsaha. Pada 

dasarnya kebi ljakan pemerilntah dalam menata kehi ldulpan masyarakat dil perbagai l 

aspek merulpakan kebiljkan yang berori lentasil pada kepentilngan masyarakat 

(Mulstari l, 2015) 

 Carl Fri ledri lch mengu lngkapkan bahwa kebiljakan pulbli lk adalah sebagil 

sulatul arah tilndakan yang di lulsullkan oleh seseorang, kelompok atau l pemerilntah 

dalam su latul li lngku lngan tertentul, yang memberilkan hambatan dan kesempatan 
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terhadap kebiljakan yang di lulsullkan ulntulk menggu lnakan dan mengatasil dalam 

rangka mencapail tuljulan, ataul merealilsasi lkan su latul sasaran (Wi lnarno, 2002). 

 Pengerti lan kebiljakan (polilcy) adalah pri lnsi lp ataul cara bertilndak yang 

di lpi llilh ulntulk mengarahkan pengambi llan kepu ltulsan. Dalam setilap penyu lsu lnan 

kebiljakan pu lblilk di lawalil oleh peru lmulsan masalah yang telah di li ldentilfi lkasil 

kemuldi lan pelaksanaan kebiljakan tersebu lt diltuljulkan ulntulk mengatasil masalah 

yang terjadil dalam masyarakat. Kebijakan dapat dinyatakan sebagai usaha untuk 

mencapai tujuan-tujuan tertentu, sekaligus sebagai upaya pemecahan masalah 

dengan menggunakan sarana-sarana terntentu, dan dalam tahapan waktu tertentu 

(Ramdhani, 2017) 

Jilka sebu lah kebiljakan dili lbaratkan produ lk dari l sebulah mesiln, maka ketilka 

mesiln tersebu lt memillilki l si lstem dan komponenkomponen yang berku lali ltas, maka 

produlk yang di lhasi llkan adalah sesulatul yang bai lk dan berkulaliltas (Rulsli l, 2013) 

Selailn defenilsi l kebi ljakan pulbli lk di latas dapat julga di lpahamil makna daril 

kebiljakan pu lblilk menulrult para ahlil. Di lbawah ilni l meru lpakan pengertilan ataul 

defenilsi l kebi ljakan pulblilk yang di lulngkapkan oleh beberapa ahli l yai ltul sebagai l 

berilkult: 

Tabel 2.1 

Kebi ljakan Pulbli lk Menu lrult Para Ahli l 

No Nama Ahli l Pendapat 

1.  Carl Frederi lch  Kebi ljakan pulbli lk adalah sebagi l sulatul arah 

tilndakan yang di lulsullkan oleh seseorang, 

kelompok ataul pemerilntah dalam su latul 

lilngku lngan tertentul, yang memberilkan 
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hambatan dan kesempatan terhadap kebi ljakan 

yang di lulsullkan u lntulk menggu lnakan dan 

mengatasil dalam rangka mencapai l tuljulan, ataul 

merealilsasi lkan su latul sasaran 

2. Thomas R. Dye “pulblilc polilcy ils whatever the government 

choose to do or not to do” (kebi ljakan pu lbli lk 

adalah apapuln pi llilhan pemerilntah u lntulk 

melakulkan sesulatul ataul tildak melaku lkan 

sesulatul). Kebi ljakan pu lblilk adalah segala sesu latul 

yang di lkerjakan ataul ti ldak di lkerjakan oleh 

pemerilntah, alasan su latul kebi ljakan haru ls 

di llakulkan dan manfaat bagi l kehildulpan bersama 

haruls menjadil pertilmbangan yang holi lsti lk agar 

kebiljakan tersebult mengandu lng manfaat yang 

besar bagi l warganya dan tildak menilmbullkan 

kerulgi lan. 

3. James E. Anderson “pulblilc polilci les are those polilci les developed by 

governmental bodiles and offilci lals” kebi ljakan 

pulbli lk adalah kebiljakan yang di lkembangkan 

oleh badan dan pejabat pemeri lntah. 

4. Davi ld Easton “pulbli lc polilcy i ls the au lthori ltatilve allocatilon of 

valules for the whole soci lety” kebiljakan pu lbli lk 

adalah pengalokasilan nillail-ni llai l secara sah 
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kepada selulru lh anggota masyarakat 

5. Thachjan Kebi ljakan pulbli lk adalah kesepakatan dari l sulatul 

kepultulsan dari l beberapa rangkailan pilli lhan yang 

berhulbulngan antara satul dengan yang lai ln. 

Kebjakan pu lblilk pada dasarnya i lalah su latul 

kegi latan daril pemerilntah yang mengatu lr 

kehildulpan masyarakat maulpuln pulblilk 

Sulmber: Olah Penu llils 2024 

2.1.2 Karakteri lsti lk Kebi ljakan Pulbli lk 

 Dewi l mengu lngkapkan bahwasanya pada haki lkatnya ci lri l-ci lri l kebi ljakan 

pulbli lk merulpakan aktilvi ltas yang u lni lk dalam artil memilli lkil karakterilsktilk tertentul 

yang mana karekteri lskti lk tersebu lt tildak di lmilli lki l oleh jenils kebi ljakan lai lnnya. Ci lril 

khulsuls yang melekat pada kebi ljakan pu lbli lk berasal daril kenyataan bahwa 

kebiljakan merulpakan hasill pemilki lran, rancangan, perulmulsan, dan kepultulsan 

di lsebult orang-orang yang berku lasa dalam si lstem polilti lk. Dalam silstem polilti lk 

ataul masyarakat tradilsi lonal yang sederhana, mi lsalnya pemi lmpiln adat ataul 

pemilmpiln sulku l. Sedangkan dalam silstem polilti lk yang kompleks ataul masyarakat 

modern, mereka adalah ekseku lti lf, legi lslator, hakilm, admilni lstrator, monarkil dan 

sejenilsnya. 

 Menulru lt Affri lan (Dewi l, 2022) secara u lmulm ada 5 karakteri lsktilk kebi ljakan 

pulbli lk daril berbagail kegi latan pemerilntah yai ltul sebagai l berilku lt: 
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1. Setilap kebi ljakan memilli lki l tuljulan. Mempersi lapkan Polilti lk tildak boleh acak 

ataul kebetullan kesempatan ulntulk mewuljuldkannya. Jilka tildak ada tuljulan, 

Anda ti ldak perlul membulat kebiljakan.  

2. Kebi ljakan tersebult tildak berdilri l sendi lri l, terpilsah daril kebi ljakan lailnnya. 

Kebi ljakan tersebult julga terkailt dengan berbagai l kebi ljakan yang terkai lt 

dengan persoalan masyarakat, yang di larahkan pada ilmplementasil, 

i lnterpretasil, dan penegakan hulkulm.  

3. Kebi ljakan adalah apa yang di llaku lkan pemerilntah, bu lkan apa yang mereka 

katakan akan mereka lakulkan atauli lngi ln laku lkan.  

4. Kebi ljakan dapat bersilfat pasilf, larangan, ataul beru lpa arahan ulntulk 

i lmplementasilnya.  

5. Kebi ljakan di ldasarkan pada hu lkulm, karena mereka memi llilki l keku latan 

ulntulk memaksa orang u lntulk 

Menulru lt Sobi lri ln karakterilstilk kebi ljakan pu lbli lk dapat dili ldentilfi lkasi lkan 

sebagai l berilkult: 

1. Adanya tu ljulan tertentul yang i lngi ln di lcapail, yai ltul pemecahan masalah 

pulbli lk (pulbli lk problem solvilng) 

2. Adanya ti lndakan-ti lndakan tertentul yang akan dillaku lkan 

3. Kebi ljakan pu lblilk merulpakan fulngsi l pemeri lntah sebagail pelayanan pu lbli lk 

4. Adakalanya berbentu lk ketetapan pemeri lntah yang besi lfat negati lve, yai ltul 

ketetapan ulntulk tildak melakulkan tilndakan apa-apa. 

 Selanjultnya Yeheskel Dror ju lga mengu lngkapkan bahwasanya karakteri lsti lk 

atau lcilri l-ci lri l dari l kebiljakan pulblilk adalah sebagai l berilkult (Sobi lri ln, 2017): 
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1. Proses kebi ljakan pulblilk bersi lfat dilnamils dan sangat kompleks 

2. Komponen-komponen yang terdapat dalam kebi ljakan pu lblilk beraneka 

ragam 

3. Peran masilng-masi lng su lbstrulktulr yang di ldalmnya berbeda-beda 

4. Memu ltulskan sesu latul hal yang berkai ltan dengan su latul masalah  

5. Kebi ljakan pu lblilk sebagai l pedoman u lmulm ulntulk mengambill su latul 

tilndakan 

6. Di larahkan pada masa depan ulntulk mencapail tuljulan tertentul yang 

di llakulkan oleh lembaga pemeri lntah yang bersangku ltan 

7. Menyangku lt kepentilngan u lmulm 

2.1.3 Faktor Yang Mempengaru lhi l Pembulatan Kebi ljakan Pulbli lk 

 Dalam pembulatan kebiljakan pulblilk dapat dilpengaru lhi l oleh faktor yang 

ada dillilngkulngan seki ltar. Dan hal ilni l dapat mempengarulhi l dan berdampak pada 

hasi ll akhi lr dalam proses ilmplementasil kebiljakan. Secara ulmulm, faktor  kondilsi l 

lilngku lngan yang di lpandang dapat mempengaru lhi li lmplementasil kebi ljakan adalah 

sebagai l berilkult (Anggara, 2018): 

1. Faktor Poli lti lk 

Dalam pembulatan su latul kebiljakan dilperlu lkan dulkulngan dari l berbagail 

faktor kebiljakan, bailk actor daril kalangan pemerilntah (presilden, menteri l, 

pangli lma TNIL, dll) maulpuln dalam kalangan bu lkan pemerilntah (pengu lsaha, 

medila massa, LSM, dll) 

2. Faktor Ekonomi l/Fi lnansi lal 
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Faktor i lni l perlul di lperti lmbangkan ji lka kebiljakan tersebult akan 

menggu lnakan dana yang cu lkulp besar atau l akan berpengarulh pada siltulasi l 

ekonomil di l negara/daerah dilILndonesi la.  

3. Faktor Admi lni lstrasi l 

Dalam kemampulan admilnilstratilf termasu lk kemampulan sulmber daya 

aparatulr yang melaksanakan kebi ljakan pemerilntah, terkadang banyak 

di lpaksakan dengan su lmber daya yang ada, mi lsalnya dengan terbu lkanya 

atulran u lntulk memperbolehkan daerah melaku lkan pemekaran. 

4. Faktor Teknologi l 

Faktor i lni l dapat mendulkulng dalam penyelenggaraan pemerintah apabi lla 

kebiljakan tersebu lt dili lmplementasilkan. Secara kenyataan, teknologi l 

i ldealnya dapat mendulkulng kebi ljakan yang di lbulat oleh pemerilntah, tetapil 

sulmber daya manu lsi la yang menggu lnakan teknologi lnya ti ldak si lap.  

5. Faktor Sosi lal Bu ldaya dan Agama 

Kebi ljakan yang di l bulat ti ldak menilmbu llkan bentulran ataul masalah sosi lal, 

buldaya, dan agama. Keti lga hal tersebu lt haru ls selaras dan sesu lail dalam 

pembulatan kebiljakan agar dapat berjalan dengan bai lk. Hal i lni l di lperlu lkan 

si lnergi l masyarakat dan pemeri lntah sehilngga pemahaman dan persepsi l 

dalam pembulatan kebiljakan yang kelak akan dili lmplementasilkan tildak 

menilmbu llkan sulatul konflilk. 

6. Faktor pertahanan dan keamanan 

Kebi ljakan yang di lbulat oleh pemerilntah atau l pemerilntah daerah tildak 

mengganggu l stabi lliltas keamanan negara/daerah. Dalam pembu latan 
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kebiljakan hal ilni l perlul di lpertilmbangkan dan berbagai l pi lhak yang terli lbat 

dan berkailtan haru ls melakulkan koordi lnasi l bai lk i ltul mi lsalnya antar negara 

dan negara maulpuln antar daerah dengan daerah. 

2.1.4 Model Kebi ljakan Pu lbli lk 

Wi lnarno mengu lngkapkan bahwa model dapat dilartilkan sebagail teoril, 

proses berpilki lr dapat dilgulnakan u lntulk memecahkan masalah. Model kebi ljakan 

adalah teoril kebiljakan, dan karena iltul dapat dilgulnakan ulntu lk menyelesai lkannya 

masalah kebiljakan. Memahami l dan memahamil kebi ljakan dildasarkan pada iltul 

dasar dari l tuljulan pelaksanaan kebi ljakan tersebult, tildak ada kebi ljakan ji lka tildak 

di lmaksuldkan u lntulk membulat pengatu lran yang bai lk sebagai l bahan admilni lstrasil 

sekalilguls sebagai l mata pelajaran normati lf. Berbi lcara tentang pengatu lran, i lnil 

di llakulkan dengan cara yang berbeda, bi lsa dengan pengatu lran dili lkultil dengan 

paksaan, bilsa julga dengan pengatu lran yang hanya mengu lntu lngkan seseorang, 

sekelompok orang, ataululntulk semula orang, tetapil ji lka semula cara dilnillailulntu lk i ltul 

akan dapat memberi l warna ulntu lk setilap rulmulsan kebiljakan. 

Beri lkult adalah model dalam kebi ljakan pulblilk (Dewi l, 2022): 

a. Model Kelembagaan (ILnstilrulti lonal Model): Kebi ljakan Sebagai l daril Hasi ll 

Lembaga 

Strulktulr dan lembaga pemeri lntahan yang ada telah lama menjadi l pulsat 

perhatilan illmul poli ltilk. Secara tradi lsi lonal, illmul poli ltilk telah dilbi lngkail 

sebagai l stuldi l tentang lembaga-lembaga pemerilntah. Kebi ljakan pulbli lk 

di ltetapkan, dillaksanakan, dan dilpaksakan secara formal oleh lembaga-
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lembaga pemerilntah. ILnstansil pemerilntah memberilkan kebi ljakan pulblilk 

dengan ti lga karakterilstilk, antara lailn sebagai l beri lkult: 

1. Pemerilntah telah memi lnjamkan legi lti lmasi l pada kebiljaksanaan (polilcy). 

Kebi ljaksanaan pemerilntah dilpandang sebagai l kewajilban legal, yang haru ls 

di lpatulhi l oleh semula warga negara.  

2. Kebi ljakan pu lblilk yang bersi lfat u lni lversali ltas. Kebi ljakan pemeri lntah telah 

menjangkaul semu la rakyat dalam sulatul masyarakat, bailk lilngkulp i lndi lvi ldul 

maulpuln kelompok.  

3. Pemerilntah memonopolil paksaan pada masyarakat. Arti lnya, pemeri lntah 

sah u lntulk menghu lkulm dan menghu lku lm, menulntult kesetilaan daril semu la 

orang, dan mengelu larkan kebi ljakan yang mengatu lr selulrulh masyarakat. 

b. Model Proses Kebi ljakan sebagail Sulatul Aktilvi ltas Poli lti lk 

Model proses menggu lnakan pendekatan poli lti lk (perillakul) modern sebagail 

dasar analilsi ls kebi ljakan pu lblilk. Pendekatan ilni l di ldasarkan pada 

perillaku lilndi lvi ldul ataul aktor poliltilk. Salah satu l tuljulan ultamanya adalah u lntulk 

mencaril pola perillaku l (proses) tertentul. Dengan demilki lan, model proses 

bergulna dalam membantul memahamil berbagai l akti lvi ltas yang terli lbat dalam 

proses pembu latan kebiljakan. Proses kebiljakan terdilri l daril: 

1. Problem ildenti lfilcatilon (i ldentilfi lkasil masalah). ILdentilfi lkasil masalah 

kebiljakan tersebult melalulil tulntultan dari l kelompok ataulilndi lvi ldulu lntulk 

kegi latan pemerilntah.  
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2. Agenda settilng, Fokuls perhati lan daril medila massa dan pejabat pulbli lk pada 

masalah pulblilk secara khu lsuls ulntulk memultulskan hal-hal yang akan 

di llakulkan pu ltulsan.  

3. Polilcy formu llatilon (peru lmulsan u lsull kebiljakan). Pengu lsullan program 

ulntulk penyelesai lan masalah dan penentulan agenda permasalahan. 

4. Polilcy legiltilmatilon (pengesahan kebi ljakan). Memillilh sebulah ulsullan, 

pembentulkan dulkulngan polilti lk ulntulk ulsullan yang ada, dan mengesahkan 

sebagai lulndang-ulndang hulkulm.  

5. Polilcy ilmplementatilon (pelaksanaan kebi ljakan). ILmplementasil kebiljakan 

melalulil pengorgani lsasilan bilrokrasil, menari lk pajak, menyi lapkan 

pembilayaan ataul memberilkan pelayanan, dan sebagai lnya.  

6. Polilcy evalulatilon (evalu lasil kebiljakan). Penganali lsilsan tentang program 

yang ada, evalu lasil hasill dan pengaru lhnya, dan menyarankan perulbahan 

dan penyesu lai lan atas perulbahan. 

c. Model Rasilonalilsme: Kebi ljakan Sebagai l Pencapailan Keu lntulngan Sosilal 

Secara Maksilmal 

Model i lnil melilhat tuljulan kebi ljakan sebagai l maksilmalilsasil filtulr sosi lal. 

Arti lnya pemerilntah haruls membu lat kebiljakan yang bermanfaat bagi l 

masyarakat lulas dengan mengu lrangi l besarnya dana yang di lkelularkan oleh 

masyarakat. Kebi ljakan rasilonal yang tepat dilrancang u lntulk memaksilmalkan 

realilsasil kekayaan bersi lh. ILstillah rasilonali ltas bergantil-ganti l dengan konsep 

efilsi lensil. Adapu ln syarat yang haru ls di lpenulhi lulntulk memillilh polilcy yang 

rasi lonal yai ltul: 
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1. Mengetahu lil kebultulhan masyarakat ataul keilngi lnan (preferensil ni llail). 

2. Mengetahu lil semula alternatilf kebiljakan yang mendu lkulng pencapailan 

manfaat kebiljakan. 

3. Mengetahu lil semula konsekulensil kebi ljakan; 

4. Memperhiltulngkan rasilo antara bi laya dan manfaat yang di lpilkull daril setilap 

alternatilf. 

5. Memillilh alternati lf kebiljakan yang pali lng efektilf dan efilsilen. 

2.1.5 Proses/Tahapan Kebi ljakan Pulbli lk 

 Wi lllilam Du lnn (Sobi lri ln, 2017) mengu lngkapkan bahwa tahapan-tahapan 

kebiljakan pulbli lk adalah sebagail beri lkult : 

1. Penyulsu lnan Agenda Setti lng 

Dalam tahap ilni l merulpakan sebulah fase ataul proses yang sangat strategi ls 

dalam realiltas kebiljakan pulblilk. Dalam proses i lni llah memilli lki l rulang u lntulk 

memaknail apa yang di lsebult sebagi l masalah pulbli lk dan prilori ltas dalam 

agenda pu lbli lk di lpertarulngkan. Ji lka sebu lah i lsul berhasi ll mendapatkan statuls 

sebagai l masalah pulblilk, maka ilsul tersebu lt berhak mendapatkan alokasi l 

sulmber daya pu lbli lk yang lebi lh daril pada ilsul yang lai ln. Dalam agenda 

settilng ju lga sangat penti lng ulntulk menentu lkan sulatuli lsul pulbli lk yang akan 

di langkat dalam sulatul agenda pemerilntah. Penyu lsulnan agenda settilng 

dalam sebulah kebiljakan pulblilk ildealnya berdasarkan ti lngkat u lrgensi l dan 

esensi l kebiljakan, julga keterlilbatan stakeholder. Sebulah kebiljakan tildak 

boleh melulpakan tilngkat u lrgensi l, esensi l, dan keterlilbatan stakeholder. 

2. Formullasi l Kebi ljakan 
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Selanjultnya masalah yang su ldah masu lk dalam agenda kebi ljakan kemuldi la 

di lbahas oleh para pembulat kebiljakan. Masalah-masalah tadil 

di li ldenti lfilkasi lkan ulntulk kemu ldilan di lcaril pemech masalah yang terbai lk. 

Pemecahan masalah tersebult beraal daril berbagai l alternatilve ataul pillohan 

kebiljakan yang ada. Sama halnya dengan kebi ljakan, dalam tahap 

perulmulsan kebi ljakan masilng-masi lng alternatilve bersai lng ulntulk dapat 

di lpi llilh sebagai l kebiljkan yang di lambi ll u lntulk memecahkan masalah. 

3. Adopsi l/Legi lti lmasi l Kebi ljakan 

Tuljulan dari l legi ltilmasi l adalah ulntulk memberilkan otorilsasi l pada proses 

dasar pemerilntahan. Ji lka tilndakan legi lti lmasil dalam sulatul masyarakat 

di latulr oleh kedaullatan rakyat, warga negara akan mengi lkulti l arahan 

pemerilntah. Namuln, warga negara haru ls percaya bahwa tilndakan 

pemerilntah yang sah mendu lkulng. Du lkulngan u lntu lk rezi lm cenderulng 

berdilfulsi l ataul cadangan daril si lkap bailk dan nilat bailk terhadap tilndakan 

pemerilntah yang membantul anggota mentolerilr pemerilntah. Legi lti lmasi l 

dapat dilkelola melalulil mani lpullasil simbol-si lmbol tertentul. Di lmana melalu lil 

proses i lni l orang belajar ulntulk mendu lkulng pemerilntah. 

4. Tahap ILmplemetasil Kebi ljakan 

Sulatul program kebi ljakan hanya akan menjadi l catatan-catatan elilte jilka 

program tersebu lt tildak di lilmplementasilkan, yakni l di llaksanakan oleh badan-

badan admilni lstrasil mau lpuln agen-agen pemenrilntah dil tilngkat bawah. 

Kebi ljakan yang telah di lambi ll dillaksanakan oleh ulni lt-ulni lt admilni lstrasilkan 

yang menjalankan su lmber daya fi lnasi lal dan manulsi la. Beberapa 
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i lmplementasil kebiljakan mendapat du lkulngan para pelaksana 

(i lmplementators), namu ln beberapa yang lai ln mulngki ln akan di ltentang oleh 

para pelaksana. 

5. Peni llailan/Evalu lasi l Kebi ljakan 

Secara ulmul evalu lasi l kebiljakan dapat di lkatan sebagail kegi latan yang 

menyangku lt esti lmasi l ataul penillailan kebiljakan yang mencakulp sulbtansi l, 

i lmplementasil dan dampak. Tahap ilnil kebi ljakan yang telah di ljalankan akan 

di lni llai l ataul di levalu lasi lu lntulk melilhat sejau lh mana kebiljakan yang di lbulat 

ulntulk merailh dampak yang di li lngi lnkan, yailtul memecahkan masalah yang 

di lhadapil masyarakat. Dalam hal ilni l, evalulasi l dilpandang sebagai l sulatul 

kegi latan fu lngsi lonal. Arti lnya, evalu lasi l kebiljakan tildak hanya di llaku lkan 

pada tahap akhilr saja, melailnkan dillaku lkan dalam selulrulh proses 

kebiljakan. Dengan demi lki lan, evalu lasi l kebi ljakan bilsa melilpulti l tahap 

perulmulsan masalah kebi ljakan, program yang di lulsullkan u lntulk 

menyelesai lkan maslah kebiljakan, i lmplementasil, maulpuln tahap dampak 

kebiljakan. 

2.2 Konsep ILmplementasi l Kebi ljakan 

2.1.1 Pengertilan ILmplementasi l Kebi ljakan 

Menulru lt Presman (Pramono, 2020) ILmplementasil adalah sulatul 

kebiljaksanaan yang di ltetapkan serta dillaksanakan oleh su latul lembaga ataul badan 

tertentululntulk mencapail sulatul tuljulan yang telah diltetapkan. 

ILmplementasil merulpakan sebulah proses yang berhu lbulngan dengan 

perillaku l badan admilni lstratilf sebagai l penanggu lngjawab pelaksanaan program serta 
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proses i lmplementasil dapat berhulbulngan dengan faktor hu lkulm, polilti lk, ekonomil, 

sosi lal yang terjadil secara langsulng maulpuln ti ldak langsu lng yang dapat 

berpengaru lh terhadap perillakul dari l berbagai l pi lhak yang terli lbat dalam sulatul 

program (Yu lli lah, 2020). 

 ILmplementasil kebiljakan merulpakan  tahapan  yang  sangat  penti lng  dalam 

keselulrulhan   proses   kebi ljakan   pu lbli lk,   karena   i lmplementasil   kebi ljakan 

bulkanlah    sekedar    bersangku lt    pau lt    dengan   mekani lsme    penjabaran 

kepultulsan-kepu ltulsan  poli ltilk  ke dalam  prosedu lr-prosedulr  ru lti ln  melaluli l salu lran-

salu lran   bilrokrasil,   melailnkan   lebilh   dari li ltul,   terkadang   julga i lmplementasil  

menyangku lt  masalah  konfli lk,  kepu ltulsan,  dan  si lapa  yang memperoleh,  atau l  

memperoleh  apa  dari l  sulatul  pelaksanaan.  Tilndakan tersebult  ju lga  haru ls  

mempertilmbangkan  vari label-vari label  dan  dilmensil-di lmensi l  yang  

memulngki lnkan  mempengarulhi l  keberhasi llan  ilmplementasi l kebiljakan  program  

tersebult,  dengan  tetap  memperhati lkan  li lngku lngan kebi ljakan pu lbli lk (Su landi l, 

2022). 

Anggara menu lngkapkan bahwa secara ulmulm ilmplementasil 

menghu lbulngkan tu ljulan-tuljulan kebiljakan terhadap hasi ll-hasi ll kegi latan 

pemerilntah. Ketildakberhasillan ilmplementasil sulatul kebi ljakan dilsebabkan 

keterbatasan sulmber daya manu lsi la, stru lktulr organi lsasi l yang ku lrang memadail, dan 

koordi lnasil dengan pi lhak-pi lhak yang berkepenti lngan (Anggara, 2016). Dengan 

demilki lan, ilmplementasil kebiljakan merulpakan terjemahan kebi ljakan pulblilk yang 

pada u lmulmnya masi lh beru lpa pertanyaan u lmulm yang beri lsi lkan tu ljulan, sasaran ke 

dalam program-program yang lebi lh operasi lonal (program aksil) yang semu lanya 



 

25 

di lmaksuldkan u lntulk mewu ljuldkan tu ljulan ataul sasaran yang telah di lnyatakan dalam 

kebiljakan tersebult. 

2.2.2 Model ILmplementasi l Kebi ljakan 

1. Model Donald van Metter & Carl van Horn  

Model ilmplementasil kebiljakan yang di ljelaskankan oleh Donald van 

Metter & Carl van Horn adalah su latul pendekatan dalam proses i lmplementasilnya 

berulpa sebu lah abstraksil ataul performasil dari l sulatul pelaksanaan kebi ljakan yang 

pada dasarnya secara sengaja di llakulkan u lntulk merailh ki lnerja ilmplementasil 

kebiljakan pulblilk yang ti lnggi l yang berlangsu lng dalam hulbulngan berbagai l 

vari lable. Model ilni l mengandailkan bahwa ilmolementasil kebiljakan berjalan secara 

lilni ler daril kepu ltulsan polilti lk/kebi ljakan pulblilk, i lmolementor, dan kilnerja kebiljakan 

pulbli lk.  Van Meter dan Van Horn (Sawi lr, 2021) mengu lngkapkan ada enam 

vari lable yang mempengaru lhi l kilnerja kebiljakan pulbli lk tersebult yai ltul sebagai l 

berilkult: 

1. ULkulran dan Tu ljulan Kebi ljakan 

Dalam hal ilnil mengenai l sasaran yang i lngi ln di lcapai l melaluli l kebi ljakan 

beserta ulku lran yang beru lpa standar u lntu lk mengulkulr pencapailannya. 

2. Sulmber daya 

Berbagai l hal yang di lperlulkan yang dapat menfasi lliltasi l keefektilfan 

i lmplementasil sepertil SDM dan su lmber daya lai lnnya yang mendu lkulng. 

3. Karakteri lsktilk/agen pelaksana 

Hal i lni l dapat berulpa kompetensil dan ulku lran agen pelaksana, ti lngkat control 

hi lerarkils pada ulni lt pelaksana terbawah pada saat i lnmplementasil, dulkulngan 
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polilti lk daril ekseku ltilf dan legi lslatilf, serta keterkai ltan antara formal dan 

i lnformal dengan lembaga pembu lat kebiljakan 

4. Di lsposi lsi l/si lkap para pelaksana 

Dalam hal ilni l dapat berulpa pengetahulan dan pemahaman ilsi l dan tuljulan 

kebiljakan, silkap atas kebiljakan, serta ilntensi ltas si lkap. 

5. Komulni lkasi l antar organi lsasi l dan aktilfiltas pelaksana 

Keberhasi llan ilnplementasil seri lng menu lntult prosedu lr dan mekanilsme 

kelembagaan yang memu lngki lnkan stru lktulr yang lebi lh ti lnggi lu lntulk 

mengontrol agar i lmplementasil berjalan sesu lai l dengan tu ljulan dan standar 

yang telah diltetapkan. 

6. Li lngkulngan ekonomi l, sosi lal, dan poliltilk 

Hal i lni l milsalnya apakah su lmber daya ekonomil menculkulpi l, seberapa besar 

dan bagailmana kebiljakan dapat mempengaru lhil kondi lsi l sosi lal ekonomil yang 

ada, bagai lmana tanggapan pulbli lk tentang kebi ljakan tersebult dan apakah 

elilte mendulkulng i lmplementasil. 

2. Model Geogre Charles Edwards I LILIL 

Menulru lt Edwards ILILIL (Anggara, 2018) i lmplementasil merulpakan su latul 

tahapan dalam proses kebi ljaksaan, yang berada di lantara tahapan, penyu lsu lnan 

kebiljaksaan dan hasill ataul konsekulensi l yang di lti lmbullkan oleh kebiljaksaan 

(oultpult, oultcome). Akti lvi ltas i lmplementasi l menulrultnya terdilri l daril perencanaan, 

pendanaan, pengorgani lsasi lan, pengangkatan dan pemecatan karyawan, negosi lasi l 

dan sebagai lnya.  
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Selanjultnya i la mengu lngkapkan ada 4 hal dapat mempengaru lhil 

keberhasillan ataul kegagalan i lmplementasi l, yang mana di lantara keempat hal 

tersebult salilng berhu lbulngan dan salilng mempengaru lhil satu l sama lailn dilantaranya 

adalah sebagai l berilkult:  

1. Komulni lkasi l 

Yai ltul kebi ljakan yang di lkomulni lkasi lkan haru ls tepat, akulrat, dan konsilsten. 

Karena komu lnilkasi l di lperlulkan agar para pembulat kepu ltulsan dan para 

i lmplementor semakiln konsi lsten dalam melaksanakan seti lap kebi ljakan yang 

akan dilterapkan dalam masyarakat.Dengan demi lkilan ada 3 ilndi lkator 

keberhasillan komulni lkasil dalam konteks kebiljakan pulbli lk menulrult Edward 

ILILIL yakni l sebagai l beri lkult: 

a. Transmilsi l, Sebulah kebi ljakan yang akan di lilmplementasilkan haruls 

di lsalulrkan pada pejabat yang akan melaksanakannya. Masalah transmi lsil 

seri lng terjadil ketilka pelaksanaan tildak menyetu ljuli l kebiljakan (dilsposi lsi l) 

mengu lbah perilntah kebiljakan ataul menultulp komu lni lkasil yang 

di lperlulkan. Masalah transmi lsi l julga terjadi l  apabilla kebiljakan yang akan 

di li lmplementasilkan haruls melaluli l stru lktulr bilrokrasi l yang berlapils ataul 

tildak tersedilanya salu lran komulni lkasi l yang jelas. 

b. Kejelasan (Clari lty), Dalam hal ilni l kejelasan tu ljulan dan cara yang akan 

di lgulnakan dalam sebulah kebiljakan meru lpakan hal yang bi lasa terjadil 

agar dapat dili lmplementasilkan sebagailmana yang telah di lpultu lskan. 

Tetapil, hal tersebult tildak selalul terjadil. Ada berbagai l alasan yang 

meneyebabkan sebulah kebiljakan tildak dilrulmulskan dengan jelas, 
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di lantaranya: keru lmi ltan dalam pembu latan kebiljakan yang terjadil antara 

ekseku ltilf dan legi lslatilve sehi lngga cenderu lng menyerahkan 

pelaksanaannya kepada bawahan, adanya oposi lsi l dari l masyarakat atas 

kebiljakan tersebu lt, kebultulhan mencapail konsensu ls antara tuljulan yang 

salilng bersai lng saat meru lmulskan kebi ljakan tersebult, kebiljakan barul 

yang para perulmulsnya belu lm terlalul mengu lasai l masalah, bilasanya 

terjadil pada kebiljakan yang menyangku lt atu lran hulku lm 

c. Konsi lstensi l, ILmplementasil yang efekti lf selailn yang membu ltulhkan 

komu lni lkasil yang jelas, ju lga yang konsi lsten. Proses transmi lsi l yang bai lk, 

namuln dengan peri lntah yang ti ldak konsi lsten akan membilngulngkan 

pelaksana. Banyak yang menyebabkan arah kebi ljakan menjadil ti ldak 

konsi lsten, dilantaranya: kompleksi ltas kebiljakan yang haru ls 

di llaksanakan, kesulli ltan yang mu lncull saat memullaili lmplementasil 

kebiljakan barul, kebi ljakan memillilki l beragam tu ljulan dan sasaran, ataul 

bertentangan dengan kebi ljakan lailn, banyaknya pengaru lh berbagai l 

kelompok kepentilngan atas masalah yang di lbawa oleh kebi ljakan 

tersebult. 

2. Sulmber daya 

Yai ltul i lmplementor yang melaksanakan kebi ljakan. Dalam hal ilni l milsalnya 

sulmber daya manu lsi la yang berkompetensi l, sulmber daya fi lnanci lal yang 

memadail, serta fasilli ltas yang tersedila dan mendulkulng dalam 

pelaksanaannya. Su lmber daya yang di lperlulkan dalam ilmplementasil 

menulrult Edward ILILIL adalah: 
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a. Staf, su lmber daya u ltama dalam ilmplementasil kebiljakan adalah staf ataul 

sulmber daya manu lsi la (SDM). Kegagalan yang seri lng terjadil dalam 

i lmplementasil kebiljaka salah satu lnya di lsebakan oleh staf yang ti ldak 

menculkulpi l, memadail, ataul ti ldak kompeten dalam bi ldangnya. 

Penambahan julmlah staf atau lilmplementor saja ti ldak menculkulpi l, tetapil 

di lperlulkan pulla keculkulpan staf dengan keahlilan serta kemampulan yang 

di lperlulkan dalam mengi lmplementasilkan kebiljakan ataul melaksanakan 

tulgas yang di li lngi lnkan oleh kebiljakan iltul sendilri l. 

b. ILnformasi l, berkailtan dengan cara melaksanakan kebi ljakan serta data 

yang berkai ltan dengan kebiljakan yang akan dillaksanakan serta data 

kepatulhan daril para pelaksanaan terhadap peratu lran dan regu llasil 

pemerilntah yang telah diltetapkan. 

c. Kewenangan, berhu lbulngan dengan kewenangan yang di lbultulhkan oleh 

i lmplementor dalam melaksanakan sulatul kebiljakan. Mi lsalnya 

kewenangan u lntulk bekerja sama dengan badan pemeri lntah yang lai ln. 

d. Fasi lli ltas, meru lpakan hal yang penti lng bagi l keberhasi llan ilmplementasil 

kebiljakan oleh para i lmplementor. Sepertil fasi lliltas fi lsi lk sarana dan 

prasarana pendulkulng yang di lperlu lkan u lntulk memperlancar proses 

komu lni lkasil kebi ljakan. 

3. Di lsposi lsi l 

Yai ltul si lkap dan komiltmen daril pelaksana terhadap kebi ljakan ataul program 

yang haru ls di llaksanakan karena seti lap kebiljakan membultulhkan pelaksana 

yang memilli lkil jilwa ku lat dan komiltmen yang ti lnggi lulntulk mencapail 
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keberhasillan sulatul tuljulan tertentul. Mi lsalnya pemahaman i lmplementor 

terhadap su latul kebiljakan yang di llaksanakan. Ada 3 hal ultama yamg 

mempengarulhi l kemampulan dan kemaulan aparat pelaksana ulntulk 

melaksanakan kebiljakan yai ltul: 

a. Kogni lsi l, yai ltul seberapa dalam pemahaman pelaksana terhadap 

kebiljakan serta pemahaman terhadap tu ljulan kebiljakan  

b. Arahan dan tanggapan pelaksana, hal i lni l melilpultil penerilmaan, 

ketildakberpilhakan atau lpuln penolakan pelaksana dalam menyi lkapil 

kebiljaksanaan 

c. ILntensi ltas respons atau l tanggapan pelaksana. 

4. Strulktulr bi lrokrasil 

Yai ltul mekanilsme ataul cara kerja yang di lbentulk u lntulk mengelola 

pelaksanaan sebu lah kebiljakan. Walaulpu ln sulmber daya u lntulk melaksanakan 

sulatul kebiljakan tersedila, ataul para pelaksana kebi ljakan mengetahuli l apa 

yang seharu lsnya di llaku lkan, dan mempulnyai l kei lngi lnan u lntulk melaksanakan 

sulatul kebiljakan, kemulngki lnan kebiljakan tersebult tildak dapat terlaksana ataul 

terealilsasi l karena terdapat kelemahan dalam stru lktulr bilrokrasi l. Kebi ljakan 

yang begi ltul kompleks menu lntult adanya kerja sama banyak orang, keti lka 

strulktulr bi lrokrasil ti ldak kondu lsi lf pada kebi ljakan yang tersedi la, maka hal ilnil 

akan menyebabkan su lmber-sulmber daya yang menjadi l tildak efektilf dan 

tildak termotilvasi l sehi lngga menghambat jalannya kebi ljakan. Bi lrokrasi l 

sebagai l pelaksana kebiljakan haruls dapat mendulkulng kebi ljakan yang telah 

di lpultulskan secara polilti lk dengan jalan melakulkan koordilnasi l dengan bailk. 
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Edwards ILILIL mengulngkapkan dalam hal i lni l perlul adanya Standar 

Operasi lonal Prosedulr (SOP) yang mengatulr mekanilsme pekerjaan dalam 

pelaksanaannya. 

3. Model Merillee S. Grilndle 

Gri lndle menjelaskan model i lmplementasi l kebiljakan dalam bulkulnya yang 

berjuldull “Polilti lcs and Polilcy ilmplementati lon iln the Thilrd Word” (Anggara, 2018) 

bahwa dalam mengi lmplementasilkan sebu lah kebiljakan bergantulg pada content 

(i lsi l) dan context-nya, serta tilngkt keberhasi llannya bergantu lng pada kondi lsi l 3 

komponen vari lable sulmber daya i lmplementasil yang di lbultulhkan. 

1. Content of Polilcy (ilsi l kebiljakan) 

ILsi l kebi ljakan ataul program akan berpengaru lh pada ti lngkat keberhasillan 

i lmplementasil. ILsi l kebi ljakan yang dapat mempengaru lhi li lmplementasil 

menulrult Gri lndle adalah sebagail berilkult: 

a. Kepenti lngan yang di lpengaru lhi l oleh adanya program 

b. Jenils manfaat yang di lhasi llkan 

c. Jangkau lan perulbahan yang di li lngi lnkan  

d. Keduldu lkan pengambi llan kepultulsan  

e. Pelaksana program 

f. Sulmber daya yang di lsedi lakan 

2. Context of ILmplementatilon (konteks i lmplementasil) 

Hal i lni l dapat berpengaru lh pada tilngkat keberhasillan i lmplementasil kebi ljakan 

karena bailk muldahnya kebi ljakan maulpuln dulkulngan kelompok sasaran, hasi ll 

i lmplementasil tetap bergantulng pada i lmplementatornya. Karakter dari l 
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pelaksana akan mempengarulhi l tilndakan pelaksana dalam 

mengi lmplementasilkan kebiljakan karena pelaksana adalah i lndi lvi ldul yang 

tildak mu lngki ln bebas dari l kepercayaan, aspi lrasil, dan kepentilngan pri lbadil 

yang i lngi ln di lcapail. Dalam mengi lmplemetasilkan sulatul kebiljakan, terdapat 

sulatul kemulngki lnan daril pelaksana ulntulk membelokkan sesulatul yang su ldah 

di ltentulkan demil kepentilngan pri lbadi lnya sehilngga dapat menjaulhkan tu ljulan 

daril kebi ljakan sebelulmnya. Menu lrult Gri lndle konteks ilmplementasi l yang 

berpengaru lh pada keberhasillan ilmplementasi l adalah sebagail beri lkult: 

a. Kekulasaan, kepentilngan, dan strategi l aktor yang terlilbat  

b. Karakteri lstilk lembaga dan pengu lasa. 

Tabel 2.2 

Model ILmplementasi l Kebi ljakan Menulrult Para Ahli l 

No  Varilabel 
Van Meter&Van 

Horn 
Edwards ILILIL Grilndle 

1. Komu lni lkasi l     - 

2. Sulmber Daya       

3. Di lsposi lsi l     - 

4. Strulktu lr Bi lrokrasi l -   - 

5.  ILsi l kebi ljakan - -   

6. Tuljulan kebiljakan   - - 

7. Kondi lsi l li lngkulngan   - - 

8. Karakteri lstilk pelaksana   -   

Sulmber: Olah Penu llils 2024 

2.3 Pembatalan Haji l Reguller 

Pembatalan Hajil Reguller adalah proses pengembali lan u lang setoran awal 

maulpuln setoran pelu lnasan Bi laya Penyelenggaraan ILbadah Haji l (BPILH) yang 

suldah di lbayarkan oleh jamaah haji l.  
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2.3.1 Faktor Penyebab Pembatalan Haji l 

Adapuln faktor-faktor yang menyebabkan calon jamaah haji l membatalkan 

keberangkatan hajil yai ltul: 

a. Faktor Ekonomi l 

Dengan nai lknya Ongkos Nai lk Haji l (ONH) seti lap tahulnnya yang cu lkulp 

besar, hal ilni l membulat para calon jamaah haji l mengu lbah ni latnya u lntulk 

membatalkan hajilnya. Karena mereka ti ldak sanggu lp u lntulk melu lnasi l bilaya 

keberangkatannya yang cu lkulp besar tersebu lt. Banyak jamaah haji l yang 

tildak sanggu lp dan ti ldak mampu l daril segi l ekonomi l sehi lngga mereka 

menarilk kembalilulang yang telah mereka setorkan u lntulk mendaftar hajil 

(membatalkan hajil). 

b. Saki lt  

Semakiln menilngkatnya kei lngi lnan masyarakat ulntulk pergi l ketanah su lcil 

dan mendaftarkan dilri lnya u lntulk pergi l haji l, maka semakiln lama pulla masa 

tulnggul ataul antrilan keberangkatannya. Dan hal i lni l dapat berakilbat pada 

perulbahan kondilsi l kesehatan setilap orang. Mi lsalnya pada saat daftar u lsi la 

30 tahuln dan masa tulnggul seki ltar 25 tahu ln sehi lngga u lntulk berangkatnya 

pada ulmu lr 50 tahuln tentu lnya kesehatan filsi lk suldah mengalamil penulru lnan. 

c. Meni lnggal Du lni la 

Calon hajil yang meni lnggal bi lsa dilganti lkan nomor porsilnya ke anak, 

i lstri l/sulami l. Atau l dalam hal ilni l julga bi lsa dilli lmpahkan kepada kelularga 

yang sesu lai l dengan peratulran. Tetapil ti ldak sedilki lt ju lga jamaah yang 

membatalkan karena memang ti ldak ada anggota kelularganya yang bi lsa 
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mendapatkan ataul berhak mendapatkan lilmpahan porsilnya sehi lngga 

di lbatalkan. 

2.3.2 Tahapan Proses Pembatalan Haji l Reguller 

Seperti yang kita ketahui pembatalan ibadah haji tidak bisa dilakukan secara 

instan, akan tetapi ada syarat-syarat dan berkas-berkas yang harus diurus para 

jamaah yang ingin membatalkan. Mulai dari jamaah mengurus di kementerian 

agama kabupaten atau kota tempat tinggalnya masing-masing, sebelum diteruskan 

ke kementerian agama RI (Fajriani, 2022). Berdasarkan kebi ljakan yang tertu lang 

dalam Kepu ltulsan Menteril Agama (KMA) Nomor 660 Tahu ln 2021 Tentang 

Pembatalan Keberangkatan Jamaah Haji l Pada Penyelenggaraan ILbadah Hajil 

Tahuln 1442 H/2021/. Dalam KMA tersebu lt julga di ltegaskan bahwa calon jamaah 

hajil batal berangkat dapat menari lk kembalil setoran penullasan Bi laya Perjalanan 

ILbadah Haji l (Bi lpi lh). Berdasarkan peratulran tersebu lt, tahapan-tahapan 

pengembalilan setoran penullasan Bi lpilh Reguller adalah sebagai l berilkult : 

1. Jamaah hajil mengajulkan permohonan pengembalilan setoran pelulnasan 

Bi lpi lh secara tertullils kepada Kepala Kantor Kementeri lan 

Agama/kabu lpaten/kota tempat mendaftar haji l dengan menyertakan: 

a. Bulkti l setoran lu lnas Bi lpi lh yang di lkelu larkan oleh bank peneri lma 

setoran (BPS) Bi lpi lh 

b. Fotocopi l bulkul tabu lngan yang masi lh akti lf atas nama jamaah haji l dan 

memperlilhatkan aslilnya 

c. Fotocopi l KTP dan memperlilhatkan aslilnya 

d. Nomor telepon yang masi lh bi lsa di lhulbulngi l 
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2. Permohonan jamaah tersebult selanjultnya akan dilveri lfi lkasi l dan dilvali ldasi l 

oleh Kepala Seksil (KASIL) yang membi ldangi lulrulsan Penyelenggaraan 

Haji lULmrah pada Kankemenag Kab/Kota. Ji lka doku lmen di lnyatakan 

lengkap dan sah, Kasi l Haji l akan melakulkan ilnpult data pembatalan setoran 

penullasan Bilpi lh pada APli lkasi l Si ltem ILnformasil dan Kompu lterilsai l Hajil 

Terpadul (Si lskohat) 

3. Kepala Kankemenag Kab/Kota mengaju lkan permohonan pengembali lan 

setoran pelulnasan Bi lpi lh secara tertu llils dan dilki lri lmkan secara elektroni lk 

kepada Dilrektulr Pelayanan Haji l Dalam Negeri l dengan tembu lsan kepada 

Kepala Kanwi ll Kemenag Provi lnsi l 

4. Di lrektulr Pelayanan Haji l Dalam Negeri l menerilman su lrat pengaju lan 

permohonan penge,balilan setoran pelu lsana Bi lpi lh dan melaku lkan 

konfi lrmasil pembatalan setoran pelulnasan jamaah hajil pada aplilkasil 

Si lskohat 

5. Di lrektulr Pelayana Haji l Dalam Negeri l atas nama Di lrektulr Jendrak 

Penyelenggaraan Haji l dan ULmrah mengaju lkan permohonan pengembali lan 

setoran pelulnasan Bi lpi lh secara tertullils kepada badan Pengelola Keu langan 

Haji l (BPKH) c.q Badan Pelaksana BPKH 

6. BPS Bi lpi lh setelah menerilma Su lrat Perilntah Membayar (SPM) dari l BPKH, 

segera melku lkan transfer dana pengembali lan setoran lu lnas Bi lpi lh ke 

rekenilng Jamaah Haji l dan melakulkan konfi lrmasil transfer penge,bali lan 

setoran pelulnasan pada apli lkasil Si lskohat 
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7. Jamaah menerilma pengembalilan setoran pelulnasan melaluli l nomor 

rekenilng yang telah dilajulkan pada tahap pertama. 

Proses pengembalilan setoran awal Bi lpi lh i lni l berlangsu lng pali lng cepat 2 

milnggu l dan palilng lambat 1 bu llan. 

2.4 Pembatalan Haji l Dalam Perspekti lf ILslam 

 ILbadah hajil merulpakan salah satul rulku ln i lslam yang ke li lma yang mana 

setilap orang yang telah mampu l secara jasmanil dan rohanil wajilb menu lnailkan 

rulkuln tersebult. Peri lntah pelaksanaan hajil telah diljelaskan dildalam Sulrah Ali lILmran 

ayat 97, Allah Swt berfi lrman: 

ِ عَلىَ النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ هَ 
قَامُ ابِْرٰهِيْنَ ەۚ وَهَيْ دَخَلَهٗ كَاىَ اٰهِنًا ۗ وَلِِلّٰ يِ اسْتَطَاعَ الَِيْهِ سَبِيْلًً ۗ فِيْهِ اٰيٰتٌٌۢ بيَِّنٰتٌ هَّ

َ غَنيٌِّ عَيِ الْعٰلَوِيْيَ وَ  هَيْ كَفرََ فاَىَِّ اّللّٰ  

Arti lnya : “(Di l antara) kewaji lban manu lsi la terhadap Allah adalah melaksanakan 

i lbadah hajil ke Bai ltulllah, (yai ltu l bagil) orang yang mampu l mengadakan perjalanan 

ke sana. Silapa yang mengilngkari l (kewajilban haji l), maka sesu lnggulhnya Allah 

Mahakaya (ti ldak memerlulkan sesu latul puln) dari l selu lrulh alam." 

Berdasarkan ayat di latas bahwasanya sangat di lanju lrkan bagi l seti lap mulsli lm 

ulntulk mengerjakan hajil. Selailn ayat tersebu lt terdapat pulla  kilsah Nabi lILbrahilm dan 

ILsmai ll dalam Proses pembangu lnan ka`bah, lalul kemuldi la dilserulkan memanggi ll 

selu lrulh ulmat ilslam u lntulk melaksanakan i lbadah hajil di ltanah su lcil.  Sebagai lmana 

terkandulng julga di ldalam Al-qulran Sulrah Al-Hajj ayat 27, Allah Swt berfilrman:  

 وَأذَِّى فىِ ٱلنَّاسِ بِٲلْحَجِّ يَأتْوُكَ رِجَالًً وَعَلىَٰ كُلِّ ضَاهِرٍ يَأتْيِيَ هِي كُلِّ فَجٍّ عَوِيقٍ 
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Arti lnya: "Dan serullah manulsi la ulntulk mengerjakan hajil, ni lscaya mereka akan 

datang kepadamul dengan berjalan kakil, atau l mengendarail setilap ulnta yang 

kulruls, mereka datang dari l segenap penjulrul yang jaulh." 

Berdasarkan ayat i ltullah, hajil sebagai l panggi llan Allah SWT. Apapu ln 

kekulasaan dan kemampulan manulsi la, di la tildak akan pernah sanggulp memenulhi l 

panggi llan iltul tanpa dilpanggi ll atau l di lkehendakil oleh Allah SWT. 

Dalam hal membatalkan haji l, para ullama berbeda pendapat mengenai l hal 

i lni l. Namuln sebagi lan besar mengatakan bahwa hu lkulmnya mu lbah ataul boleh-boleh 

saja. Alasan dilbolehkannya pembatalan haji lilni l sangat beragam. Bi lsa karena 

menilnggal du lni la, sakilt parah, tildak memillilki l bi laya, kesu lsahan dan lailn-lai ln 

(Kulmparan.com, dilkulti lp 09/09/2023)  

Di lILndonesila, setilap tahu lnnya telah menetapkan ku lota keberangkatan haji l 

yang telah mendaftar masa tu lnggu l keberangkatan hajil berbeda-beda ulntulk setilap 

provi lnsi l. Masa tu lnggul keberangkatan mullail daril 5-30 tahu ln. Dan sesu lail dengan 

kebiljakan yang berlaku l di l Arab Sau ldil. Karena dengan masa tu lnggu l 

keberangkatan yang lama dan sesu latul hal lailn maka tildak sedi lki lt pulla para calon 

jamaah hajil yang telah mendaftar ulntulk membatalkan nilat hajilnya (Seha, 2022).  

Berdasarkan hal tersebult pemerilntah ILndonesi la julga mengelu larkan 

kebiljakan dalam menangani l masalah tersebu lt yakni l menyulsu ln mekani lsme ataul 

cara-cara yang haru ls di llaku lkan oleh para calon jamaah haji l yang akan 

membatalkan haji lnya. ULpanya pemerilntah dalam hal ilni l tildak terlepas demil 

kepentilngan khalayak ramai l terkhulsuls ulntulk u lmat mulsli lm. 

 

https://kumparan.com/topic/ulama
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2.5 Peneliltilan Terdahullul 

Tabel  2.3 

Peneliltilan Terdahullul 

No Nama Peneli lti l Juldull peneli lti lan Teori l Hasi ll Perbedaan 

1. ILghfi lr 

Hi ldayatu lllah 

ILmplementasil 

Standar 

Operasi lonal 

Prosedu lr 

(Sop) Dalam 

Pelayanan 

Pembatalan 

ILbadah Haji l Di l 

Kementri lan 

Agama Kota 

Semarang 

Mi llles dan 

Hulbarman 

Pembatalan hajil 

prosedulrnya di llaksanakan dil 

Kementri lan Agama tilngkat 

Kabulpaten ataul Kota. 

Pedoman pembatalan dilbulat 

oleh Dilrektorat Jendral 

Pelayanan Haji l dan ULmrah 

RIL. Pembatalan hajil 

bertuljulan ulntulk 

menarilk kembalil BPILH yang 

telah dilsetorkan ke bank 

karena Jama’ah yang 

bersangkultan tildak 

menerulskan ni latnya u lntulk 

pergi l hajil. Menu lrult 

penyebabnya, 

pembatalan ilbadah hajil 

memillilki l tilga kategori l, 

pertama, batal karena alasan 

menilnggal du lni la, kedula, 

batal karena alasan-alasan 

tertentul, ketilga, batal karena 

faktor valildasi l. 

Peneliltilan 

ILghfi lr 

Hi ldayatu lllah 

menggulnaka

n teoril Mi llles 

dan 

Hulbarman 

dan lokuls 

peneliltilan dil 

Kementri lan 

Agama Kota 

Semarang 

sedangkan 

peneliltilan 

peneliltil 

menggulnaka

n teoril 

Edward ILILIL 

dengan loku ls 

di l 

Kementerilan 

Agama Kota 

Pekanbarul 

2. Yulli lana ILmplementasil 

Standar 

Operasi lonal 

Prosedu lr (Sop) 

Dalam 

Penanganan 

Pembatalan 

Perjalanan 

ILbadah Haji l Di l 

Kementerilan 

Agama 

Kota Pekanbaru l 

Ni lco A. 

Lu lmenta 

Proses penanganan 

pembatalan hajil dil 

Kementerilan Agama Kota 

Pekanbarul suldah sesu lai l 

dengan SOP yang telah 

di lbulat dan pegawai l seksi l 

penyelenggara Haji l dan 

ULmrah telah melakulkan 

proses pembatalan hajil 

secara cepat gu lna 

memberilkan pelayanan 

pembatalan hajil yang bai lk 

ulntulk calon jama`ah hajil. 

Peneliltilan 

Yulli lana 

menggulnaka

n teoril daril 

Ni lco A. 

Lu lmenta, 

sedangkan 

peneliltilan 

peneliltil 

menggulnaka

n teoril daril 

Edward ILILIL 

3. Wendi l Prasojo ILmplementasil 

Standar 

Operasi lonal 

Prosedu lr (SOP) 

Ni lco A 

Lu lmenta  

Kebi ljakan pemerilntah 

tentang pembatalan 

keberangkatan jemaah haji l 

pada tahuln 2020, telah 

Peneliltilan 

Wendi l 

Prasojo 

menggulnaka
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Penanganan 

Pembatalan 

Keberangkatan 

Jemaah Hajil 

(Stu ldi l Kasuls Di l 

Kementerilan 

Agama Kota 

Yogyakarta 

Tahuln 2022) 

sesulai l dengan latar belakang 

di ltetapkannya Kepu ltulsan 

Menteril Agama (KMA) No. 

494 Tahuln 2020 yai ltul 

meruljulk pada satul tuljulan 

ultama menjaga keselamatan 

dan keamanan para calon 

jemaah hajil. Kedu la, 

Kebi ljakan pemerilntah 

berulpa Kepultulsan Menteril 

Agama (KMA) No. 494 

Tahuln 2020 tentang 

Pembatalan Keberangkatan 

Jemaah Hajil pada 

Penyelenggaraan ILbadah 

Haji l Tahuln 1441 H/2020 M, 

telah sesulail dengan pri lnsi lp 

Maqashi ld asy-Syari l‟ah 

yai ltul menjaga jilwa (hilfzh 

an-nafs) dengan cara 

menjaga keselamatan, 

kesehatan dan keamanan 

jemaah hajil dari l bahaya 

vi lruls Covi ld-19. Keti lga, 

i lmplilkasi l daril di ltetapkannya 

pembatalan keberangkatan 

jemaah hajil tahu ln 2020 dil 

Kemenag Kabu lpaten 

Sulbang, di l antaranya yai ltul: 

jemaah hajil yang lu lnas 

Bi lpi lh (Bi laya perjalanan 

i lbadah hajil) tahuln 2020 

akan dil berangkatkan pada 

tahuln beri lkultnya, ju lmlah 

pendaftar haji l pada tahuln 

2020 mengalamil penulruln 

dan tildak terjadil 

penilngkatan ju lmlah calon 

jemaah hajil yang 

mengaju lkan pembatalan hajil 

pada tahuln 2020 

n teoril daril 

Ni lco A. 

Lu lmenta 

dengan lokuls 

peneliltilan dil 

Kementerilan 

Agama Kota 

Yogyakarta, 

sedangkan 

peneliltilan 

peneliltil 

menggulnaka

n teoril daril 

Edward ILILIL 

dengan loku ls 

peneliltilan dil 

Kantor 

Kementerilan 

Agama Kot 

aPekanbarul 

4.  Ahmad 

Syamsi lr 

ILmplementasil 

Kebi ljakan 

Penyelenggaraan 

ILbadah 

Haji l Di l Kota 

Thomas B. 

Smi lth 

(1973) 

ILmplementasil kebiljakan 

penyelenggaraan ilbadah hajil 

di l Kota Bandu lng 

tahuln 2016 belu lm 

terlaksana dengan bailk yang 

Pada 

peneliltilan 

Ahmad 

Syamsi lr 

Mengulnnaka
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Bandu lng Tahu ln 

2018 

melilpultil aspek kebiljakan 

yangdi ljalankan oleh 

penyelenggara i lbadah hajil 

bailk tentang pelayanan, 

pembilnaandan perlilndulngan 

terhadap jamaah 

hajilILndonesi la yang 

tercantulm dalamULndang-

ULndang Nomor 17 Tahuln 

1999 dan perulbahan 

ulndang-ulndang nomor13 

tahuln 2008, belu lm 

semu lanya menjadil 

tanggulngjawab pemerilntah 

dalam melaksanaan 

kewajilbannya, karena 

selama ilni l pemerilntah hanya 

mengu lrulsi l yang si lfat 

admilni lstratilf semata. 

Sehi lngga masi lh ada yang 

terabailkan khulsulsnya 

pembilnaan, pelayanan dan 

perlilndulngan 

terhadapjamaah 

secaralangsu lng. 

n topilk 

peneliltilan 

tentang 

kebiljakan 

penyelenggar

aan ilbadah 

hajil serta 

menggulnaka

n teoril 

Thomas B. 

Smi lth. 

Sedangkan 

Peneliltilan 

peneliltil 

menggulnaka

n topilc 

peneliltilan 

tentang 

kebiljakan 

pembatalan 

hajil regullar 

dan 

menggulnkan

an teoril 

Edward ILILIL.  

5. Dani ls 

Robi lansyah 

ILmplentasi l 

Kebi ljakan 

Peratulran Menteril 

Agama No 13 

Tahuln 2021 

Tentang 

Penyelenggaraan 

Haji l Reguller Di l 

Kabu lpaten 

Su lmenep (Stuldi l 

di l Kantor 

Kementerilan 

Agama ) 

Edward ILILIL Hasil dalam penelitian ini 

antara lain dari sisi 

komunikasi PMA ini 

melalui Kemenag 

Kabupaten Sumenep sudah 

menjalankan proses 

komunikasi yang baik 

dengan calon jamaah haji, 

pihak eksternal kemenag 

sendiri maupun pihak 

eksternal yang terlibat 

dalam hal ini pada kemenag 

Kabupaten Sumenep 

mengoptimalkan sumber 

daya yang ada baik sumber 

daya manusia dan sumber 

daya fisik. Disposisi tentang 

sikap pelaksana khususnya 

para pegawai di Kemenag 

sudah mampu bekerja sesuai 

dengan regulasi yang sudah 

Pada 

Peneliltilan 

Dani ls 

Robi lansyah 

menggulnaka

n topilk 

peneliltilan 

tentang 

kebiljakan 

penyelenggar

aan hajil 

regullar 

sedangkan 

topilk 

peneliltilan 

peneliltil yai ltul 

tentang 

kebiljakan 

pembatalan 

hajil reguller 



 

41 

ditetapkan oleh pemerintah 

pusat yang dalam hal ini 

adalah Kementerian Agama. 

Dan selanjutnya pada 

variable struktur birokrasi. 

Pelayanan dan 

penyelenggaraan ibadah haji 

tidak hanya dilaksanakan 

oleh satu lembaga saja 

melainkan beberapa 

lembaga eksternal yang 

sifatnya daerah seperti 

Pemda, pusat, dan bahkan 

internasional, sehingga 

dalam hal ini pelaksanaan 

kebijakan pelayanan ibadah 

haji dilakukan dengan 

menggandeng beberapa 

lembaga instansi terkait. 

 

2.6 Defi lni lsi l Konsep 

1. Ilmplementasil merulpakan sebu lah bentulk penerapan atau l pelaksaan yang 

di llakulkan oleh seseorang ataul kelompok tertentul yang berdasarkan pada 

atulran ataul mekanilsme yang ada dalam mencapai l tuljulan tertentul. 

2. Kebi ljakan merulpakan sulatul bentulk peratulran yang di l kelu larkan oleh 

pemerilntah ataul sulatul lembaga yang berwenang dalam proses pelaksanaan 

tulgas dan tanggu lngjawab su latuli lnstansil tertentul.  

3. Pembatalan Haji l Reguller merulpakan proses pengaju lan oleh calon jamaah 

hajilulntulk menarilk kembalilulang yang telah di lsetorkan bailk setoran awal ataul 

setoran pelu lnasan bilaya penyelenggaraan i lbadah hajil (BPILH) dengan alasan 

karena menilnggal du lni la, sakilt, maulpuln alasan tertentul yang sah sehi lngga 

nomor porsil ataul nomor antrilan keberangkatan haji l pada calon jamaah haji l 

yang telah terdaftar dilcopot dan dilhi llangkan. 
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2.7 Konsep Operasi lonal 

Tabel 2.4 

Konsep Operasional 

Vari label Indi lkator Sulb Indi lkator 

ILmplementasil 

Kebi ljakan Pembatalan 

Haji l Reguller Pada 

Kantor Kementerilan 

Agama Kota 

Pekanbarul 

1. Komulni lkasi l 1. Transmisi 

2. Kejelasan 

3. Konsistensi  

2. Sulmber Daya 1. Staf  

2. Fasi lli ltas 

3. Di lsposi lsi l 1. Arahan Tanggapan 

Pelaksana 

4. Strulktulr 

Bi lrokrasi l 

1. Standar Operasilonal 

Prosedulr (SOP) 

Sulmber: Teori l George C. Edwards I LILIL (Dalam Bu lkul Kebi ljakan Pu lblilk Sahya 

Anggara, 2018) 

 

2.8 Kerangka Berfi lki lr 

Tabel 2.5 

Kerangka Berpikir 
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Maksimalnya Implementasi Kebijakan Pembatalan 

Haji Reguler Pada Kantor Kementerian Agama 

Kota Pekanbaru. 

Komunikasi  Sumber Daya Disposisi Struktur Birokrasi 
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METODE PENELILTILAN 

3.1 Lokasi l dan Waktul Peneli ltilan 

Lokasi l Penelilti lan ilni l dillaku lkan oleh peneliltil Pada Kantor Kementeri lan 

Agama Kota Pekanbaru l yang beralamat Jl. Ari lfi ln Ahmad, Si lmp Rambu ltan No 1 

Pekanbarul, Ri lau l 28121. Emaill : tu l.pekanbarul@yahoo.com Telp 0761) 66513. 

Penelitian ini dimulai sejak bulan November 20223-Januari 2024 

Peneliltilan ilni l di llakulkan karena u lntulk mengetahuli l bagailmana 

ILmplementasilpembatalan hajil reguller Pada Kantor Kementeri lan Agama Kota 

Pekanbarul yang semaki ln haril semakiln banyak calon jamaah haji l yang datang 

ulntulk membatalkan nomor porsi l ataul antrilan keberangkatannya. 

3.2 Jeni ls dan Sulmber Data 

3.2.1 Jeni ls 

Jenils peneliltilan yang di lgulnakan oleh peneliltil yai ltul deskri lptilf dengan 

pendekatan ku lali ltatilf dengan tu ljulan ulntulk mengu lngkapkan fakta secara alami lah 

yang sesu lai l dengan realiltas yang ada. 

Peneliltilan deskri lptilf adalah peneliltilan yang bertu ljulan u lntulk memahamil 

fenomena tentang apa yang di lalamil peri llakul, persepsi l, moti lvasi l, ti lndakan, dan 

sebagai lnya. Dalam penelilti lan deskrilptilf yang di lgulnakan dalam bentu lk bahasa dan 

kata-kata ulntulk mendeskrilpsi lkan konteks alamil, dengan memanfaatkan berbagai l 

metode illmilah (Anggara, 2015). 
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3.2.2 Sulmber Data 

Sesulai l dengan tu ljulan penelilti lan dilatas, adapu ln jenils dan su lmber data yang 

di lgulnakan dalam penelilti lan ilni l ada 2, yai ltul data prilmer dan data sekulnder 

1. Data Prilmer merulpakan data yang di ldapatkan ataul dilkulmpullkan secara 

langsu lng dari l tempat peneli ltilan oleh penelilti l daril i lnforman yang 

bersangku ltan. Dalam peneliltilan i lnil, penu lli ls memperoleh data secara 

langsu lng langsu lng dari l Kantor Kementerilan Agama Kota Pekanbarul 

dengan mewawancarail pegawai l serta responden terpillilh (Sulgi lyono, 2018).  

2. Data Seku lnder merulpakan data yang di ldapatkan oleh peneli ltil secara tildak 

langsu lng dari l sulmber aslilnya. Dalam hal ilni l bilsa beru lpa data yang 

di lkulmpu llkan oleh pilhak lailn sepertil daril beri lta, julrnal, bu lkul, serta 

dokulmentasil untuk melengkapil data prilmer. 

3.3  ILnforman Peneli ltilan 

 ILnforman adalah i lndilvi ldul yang memberilkan fakta dalam bentulk i lnformasil 

kepada peneliltil mengenaili lsul tertentul dan meberilkan ilnformasil secara jelas, tepat, 

dan dapat dilpercaya. Dalam peneli ltilan i lni l peneliltil menggu lnakan tekni lk pulrposi lve 

sampli lng yai ltul pengambi llan ilnforman berdasarkan karakterilsti lk tertentul mengenai l 

si lapa saja yang pantas u lntulk di ljadilkan i lnforman.  

 Adapuln i lnforman dalam penelilti lan ilni l adalah sebagail beri lkult: 

Tabel 3.1  

ILnforman Peneli ltilan 

No  ILnforman Julmlah/Orang 

1. Kepala Seksi l Penyelenggaraan Haji l dan ULmrah 1 

2. Staf Penyelenggaraan Haji l dan ULmrah (Petulgas 

Pelayanan Pembatalan Haji l) 

2 

3. Calon Jamaah Haji l yang melaku lkan pembatalan hajil 4 

 Total  7 
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3.4 Tekni lk Pengulmpullan Data 

Teknilk pengu lmpullan data yang di lgulnakan oleh peneli ltil dalam skrilpsi li lnil 

adalah sebagai l berilkult: 

1. Observasi l 

Observasi l adalah proses pengu lmpullan data dan ilnformasil yang di llaku lkan 

dengan cara melakulkan pengamatan secara langsu lng terkailt objek yang 

di ltelilti l. Ulntu lk mengu lmpullkan data observasi l, dalam hal ilni l peneliltil mencoba 

ulntulk mengamatil perillaku l, proses kerja serta permasalahan yang terjadi l dil 

lapangan.  

Agar data dapat di lkulmpullkan melaluli l observasi l, penelilti l melakulkan 

pengamatan secara langsu lng terhadap aktilvi ltas pelakulultama ulntulk 

memperoleh hasill pengamatan yang lebi lh akulrat, yang ju lga di lkenal sebagail 

tuljulan ultama penelilti lan. Observasi l i lni l di llakulkan ulntulk melilhat bagai lmana 

penerapan Kebi ljakan Pembatalan Haji l Pada Kantor Kementeri lan Agama Kota 

Pekanbarul. 

2. Wawancara  

Menulru lt Moleong (Ri lfail, 2021) Wawancara adalah su latul cara yang 

di llakulkan oleh peneliltilulntu lk mendapatkan lebi lh banyak data dan ilnformasil 

mengenail penelilti lannya yang di ldapatkan darili lnforman penelilti lan. Dengan cara 

bertemul langsu lng agar membantul peneliltil mendapatkan jawaban yang jelas 

dan benar daril i lnforman penelilti lan dengan mengaju lkan pertanyaan oleh 

peneliltil dan diljawab oleh ilnforman. 
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Selama wawancara, peli ltil memberilkan beberapa pertanyaan yang langsu lng 

di ljawab oleh ilnforman penelilti lan. Wawancara dillaku lkan ulntulk 

mengu lmpullkan data secara langsu lng melaluli l tanya jawab dengan pilhak-pi lhak 

yang terli lbat dalam pelaksanaan layanan pembatalan haji l reguller dilkantor 

Kementerilan AgamaKota Pekanbaru l. Wawancara dillaksanakan dengan 

mengaju lkan pertanyaan kepada i lnforman peneliltilan yai ltul kepala seksil 

penyelenggara haji l dan u lmrah, staf yang bertulgas dalam melayani l pembatalan 

hajil, serta calon jamaah haji l yang melaku lkan pembatalan nomor porsilnya. 

3. Dokulmentasil 

Dokulmentasil adalah proses pengambillan data dari ldokulmen-dokulmen 

yang relevan dengan peneli ltilan yang di llaku lkan u lntulk mendapatkan data-data 

yang di lperlu lkan dalam melengkapi ldata peneliltilan.  

Dokulmentasil adalah proses pengu lmpu llan data dengan doku lmen terkailt 

seperti l foto. Oleh karena iltul, peneliltil  menggunakan handphone ulntulk 

memfoto setilap kalil pengu lmpullan data di llakulkan. Milsalnya dalam proses 

wawancara bailk dengan pegawai l yang melayani l pembatalan hajil mau lpuln 

wawancara kepada calon jamaah haji l yang melaku lkan pembatalan hajil, proses 

tersebult di l foto ulntulk dokulmentasil 

3.5 Tekni lk Anali lsi ls Data 

Teknils analilsi ls data yang di lgulnakan dalam peneliltilan ilni l adalah teknilk 

analilsi ls dengan metode ku lali ltatilf (Sulgi lyono, 2018). Adapu ln langkah-langkahnya 

adalah sebagai l berilkult: 

1. Redulksi l Data 
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Redu lksi l Data adalah proses meri lngkas,memillilh faktor ku lncil, 

memfokulskan pada faktor pentilng, mencari ltema dan pola sehi lngga data 

di lredulksi l memberilkan gambaran yang lebi lh jelas dan membantu l peneliltil 

dengan mu ldah ulntulk mengu lmpullkan data tambahan dan menemu lkannya 

saat dilbultulhkan. Memilli lh ilnformas yang di langgap relevan dengan fenomena 

yang terjadil di l lapangan. 

2. Penyaji lan Data 

Menyaji lkan data dalam peneli ltilan ku laliltati lf dan dengan teks deskri lptilf 

yangdi lsaji lkan sebagai l kalilmat illmilah dengan bahasa yang sederhana, 

selektilf, dan mu ldah di lpahami lsesulai l dengan data yang di lperoleh dillapangan 

tanpa perlul   tambahan komentar daril            penulis 

3. Penarilkan Kesi lmpullan  

Setelah melakulkan redulksi l data dan penyaji lan data, langkah ketilga 

dalam analilsi ls data kulaliltatilf adalah menarilk kesi lmpullan. Kesi lmpullan atau 

lmakna skema penjelas, kemulngki lnan konfi lgulrasi l, alu lr sebab akilbat, dan 

makna proposilsi l. Kesi lmpu llan di ltarilk melalulil perti lmbangan yang matang 

berulpa penelaahan terhadap catatan lapangan u lntulk mengu lji l keakulratan 

data. Daril hasi ll wawancara dengan ilnforman, diltarilk kesilmpullan yang 

di lsesulai lkan dengan masalah dan tuljulan peneliltilan.  
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

4.1 Sejarah Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru 

Kementerian Agama Kota Pekanbaru merupakan bagian dari Kantor 

Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau. Lokasinya terletak di Jl. Arifin 

Ahmad, simpang Rambutan No 1, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Marpoyan 

Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Waktu operasionalnya adalah Senin 

hingga Kamis, dari pukul 07.30 hingga 16.00 dengan istirahat dari pukul 12.00 

hingga 13.00, dan Jumat dari pukul 07.30 hingga 16.30 dengan istirahat dari pukul 

11.30 hingga 13.30. Kantor tersebut libur pada hari Sabtu dan Minggu. 

Gambar 4.1 

Gerbang Masuk Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru 

 
Sumber: https:pekanbaru.kemenag.go.id 

Pada awal berdirinya, terdapat  3 (tiga) Kantor Perwakilan pemerintahan 

yang bertanggung jawab dalam bidang keagamaan di Kota madya Pekanbaru, 

yaitu: 
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1. Kantor Inspeksi Pendidikan Agama Islam Kotamadya Pekanbaru dipimpin 

oleh  M. Yahya dan berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman simpang Jalan 

Kartini Pekanbaru. 

2. Kantor Inspeksi Penerangan Agama Kotamadya Pekanbaru di pimpin oleh 

H. Sawir Abdullah BA dan berlokasi di Jalan Diponegoro Pekanbaru. 

3. Kantor Inspeksi Urusan Agama Kotamadya Pekanbaru yang di pimpin oleh 

Baharuddin Yusuf dan berlokasi di Jalan Diponegoro Pekanbaru. 

Kemudian, dengan di terbitkannya Keputusan Menteri Agama Republik 

Indonesia Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja 

Departemen Agama, nama Kantor Perwakilan Departemen Agama diseluruh 

wilayah Indonesia, termasuk di Kota Pekanbaru, diubah menjadi Kantor 

Departemen Agama. Selain itu, terjadi perubahan nama unit kerja menjadi Seksi 

Urusan Agama Islam, Seksi Penerangan Agama Islam, dan Seksi Pendidikan 

Agama Islam. Tidak hanya itu, juga terdapat penambahan unit kerja seperti Seksi 

Perguruan Agama Islam dan Sub Bagian Tata Usaha yang bertanggung jawab atas 

bidang administrasi dan kepegawaian. 

Enam tahun kemudian, diterbitkanlah Keputusan Menteri Agama RI Nomor 

45 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama. 

Keputusan ini mengakibatkan perubahan kembali pada Kantor Departemen 

Agama karena adanya penambahan satu unit kerja, yaitu Penyelenggaraan 

Bimbingan Urusan Haji. 
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Gambar 4.2 

Gedung Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru 

 
Sumber: https:pekanbaru.kemenag.go.id 

Kantor Departemen Agama Kotamadya Pekanbaru awalnya dipimpin oleh 

Bapak Baharuddin Yusuf (1975-1976) dan berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman 

simpang Jalan Kartini Kartini (Gedung Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan 

Pekanbaru Kota sekarang) selama sekitar 2 (dua) tahun. 

Pada periode 1976-1982, Kantor Departemen Agama Kotamadya Pekanbaru 

di pimpin oleh Arsyad Yatim BA, dengan 5 seksi yang berbeda yaitu: 

1. Seksi Pendidikan Agama Islam 

2. Seksi Perguruan Agama Islam 

3. Penerangan Agama Islam 

4. Urusan Agama Islam 

5. Penyelenggaraan Haji 

Selanjutnya, dari tahun 1982 hingga 1987, Bakri K memegang posisi 

Kepala Kantor Departemen Agama Kotamadya Pekanbaru dimana ia menyususun 
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Visi dan Misi Departemen Agama Kotamadya Pekanbaru serta mendirikan 

Koperasi di Kantor Departemen Agama Kotamadya Pekanbaru. 

Mukhtar Awang BA, kemudian mengambil alih kepemimpinan Kantor 

Departemen Agama Kotamadya Pekanbaru dari tahun 1987hingga 1992, yang 

kemudian dilanjutkan oleh Drs. H. Ramli Khatib hingga tahun 1988. 

Selama masa kepemimpinan Drs. H. Ramli Khatib, terjadi beberapa 

perubahan, termasuk pengembalian Urusan Haji ke Departemen Agama 

Kotamadya Pekanbaru serta perubahan nama Penyelenggara Haji menjadi Seksi 

Haji dan Umrah. 

Dari tahun 1998 hingga  2003,  Kantor Departemen Agama Kota Pekanbaru 

dipimpin oleh H. Azwar Aziz, M.Si. kemudian, dari tahun 2003 hingga 2006 

kepemimpinan dipegang oleh Drs. H. Bilhaya Athar. Selanjutnya tahun 2006 

hingga 2011 kantor tersebut dipimpin oleh Drs. H. Tarmizi, MA. 

Pada masa kepemimpinan Drs. H. Tarmizi, MA Kantor Departemen Agama 

yang sebelumnya berlokasi di jalan Jenderal Sudirman pindah ke gedung baru di 

Jalan Arifin Achmad Simpang Rambutan No. 1. Gedung baru ini didirikan atas 

tanah hak pakai milik Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru dan diresmikan oleh 

Walikota Pekanbaru yakni H. Herman Abdullah, MM pada tanggal 26 Juni 2008. 

Proses ini juga melibatkan pembangunan gedung koperasi, MDI, dan FKUB, 

disertai berubahnya nama Departemen Agama berubah menjadi Kantor 

Kementerian Agama Kota Pekanbaru. Pada tahun 2019, tanah tersebut kemudian 

dihibahkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru ke Kementerian Agama 

KotaPekanbaru. 
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Kemudian dibawah kepempimpinan Drs. H. Edwar S. Umar, M.Ag dari 

tahun 2011 hingga 2021, terjadi perubahan struktur organisasi yang menghasilkan 

pembentukan 7 (tujuh) Kepala Seksi/Penyelenggara sesuai dengan Peraturan 

Menteri Agama RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Organisasi Vertikal Kementerian Agama. Ketujuh seksi/penyelenggaraan tersebut 

meliputi: 

1. Seksi Pendidikan Madrasah 

2. Seksi Pendidikan Agama Islam 

3. Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umroh 

4. Seksi Bimbingan Masyarakat Islam 

5. Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren 

6. Penyelenggara Syariah 

7. Penyelenggara Kristen 

Selama kepemimpinan Drs. H. Edwar S. Umar, M.Ag terjadi adanya 

pembagunan Mushalla Ibadurrahman yang kemudian pada tahun 2014 

ditingkatkan menjadi masjid dengan nama Masjid Ikhlas Beramal. 

Adapun daftar Kepala Kantor Kementerian Kota Agama Kota Pekanbaru 

dari Masa ke Masa adalah yang pertama yaitu Baharuddin Yusuf (1975-1976), 

kedua yaitu Arsyad Yatim (1977-1982), ketiga Bakri K (1982-1987), keempat 

Mukhtar Awang, BA (1987-1992), kelima Drs. H. Ramli Khatib (1992-1998), 

keenam H. Azwar Aziz, SH, M.Si (1998-2003), ketujuh Drs. H. Bilhaya Athar 

(2003-2006), kedelapan Drs. H. Tarmizi, MA (2006-2011), kesembilan Drs. H. 
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Edwar S. Umar, M.Ag (2011- 2021), kesepuluh Drs. H. A. Karim, M.Pd.I (2021- 

2022), dan yang kesebelas Drs. Syahrul Mauludi M.A (2022 - Sekarang) 

Selain itu, pada Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru mempunyai 12 

Kantor Urusan Agama Kecamatan, yaitu: 

1. KUA Kecamatan Kota Pekanbaru 

2. KUA Kecamatan Senapelan 

3. KUA Kecamatan Bukit Raya 

4. KUA Kecamatan Sail 

5. KUA Kecamatan Sukajadi 

6. KUA Kecamatan Tampan 

7. KUA Kecamatan Rumbai 

8. KUA Kecamatan Rumbai Pesisir 

9. KUA Kecamatan Payung Sekaki 

10. KUA Kecamatan Lima Puluh 

11. KUA Kecamatan Tenayan Raya 

12. KUA Kecamatan Marpoyan Damai 

Pada saat ini Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru telah 

mempunyai  8 (delapan) satuan kerja (Satker) yang terdiri dari Kementerian 

Agama Kota Pekanbaru, serta ada empat Madrasah Aliyah Negeri yaitu MAN 1 

Pekanbaru, MAN 2 Model Pekanbaru, MAN 3 Pekanbaru dan MAN 4 Pekanbaru. 

Selain itu, terdapat tiga Madrasah Tsanawiyah Negeri yaitu MTsN Andalan, 

MTsN 3 Bukit Raya dan MTsN 2 Muara Fajar.  



 

54 

Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru telah mengimplementasikan 

serangkaian program prioritas yang memberikan manfaat yang dirasakan oleh 

masyarakat Kota Pekanbaru. Beberapa pencapaian program tersebut termasuk:  

1. Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama dengan Pemerintah Kota 

Pekanbaru, dengan menintegrasikan visi misi Kota Pekanbaru  

2. Penetapan standar pelayanan publik yang seragam, diantaranya adalah 

prinsip “semua urusan gratis/Nol Rupiah”  

3. Menciptakan Kerukunan Umat Beragama di kota Pekanbaru, sehingga 

mereka hidup bersama secara damai, rukun, aman dan berdampingan.  

4. Implementasi sistem pendidikan “Full Day School” di Madrasah di Kota 

Pekanbaru. 

5. Menetapkan Kewajiban mengikuti Kursus “BP-4” Bagi calon pengantin  

Kementerian Agama Kota Pekanbaru juga memiliki program strategis, 

diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Meningkatan sumber daya manusia semua pegawai Kementerian Agama di 

lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru  

2. Melakukan pemilihan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) dan Penghulu 

berprestasi 

3. Menyelenggarakan pemilihan Keluarga Sakinah Teladan 

4. Mengadakan pertemuan antar Tokoh Agama dan Tokoh Lintas Agama  

5. Memberikan pembinaan Kepada Guru RA, MDTA, dan Pondok Pesantren 
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6. Mengusahakan insentif bagi guru Taman Pendidikan Quran (TPQ), 

Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA) dan Pondok Pesantren 

sesuai Peraturan Daerah. 

7. Memberikan pelayanan pendaftaran Haji secara terpadu 

8. Menerapkan Peraturan Daerah terkait Haji sejak tahun 2016 

9. Menerapkan sistem pendidikan “Full Day School” pada setiap madrasah 

10. Menerapkan program Adiwiyata di setiap madrasah di kota Pekanbaru 

11. Melakukan pembelajaran Tahfidz Al-Qur‟an di madrasah 

12. Mengaktifkan Unit Pengelolaah Zakat (UPZ) Kantor Kementerian Agama 

Kota Pekanbaru 

13. mensosialisasikan Produk Halal di kalangan pelajar dan masyarakat  

14. Melaksanakan Musabaqah Tilawtil Quran (MTQ) di Tingkat Kota, 

Kecamatan dan Kelurahan 

15. Memberikan pembinaan terhadap calon pengantin yang akan 

melangsungkan pernikahan dengan program BP-4 

16. Menyalurkan bantuan beasiswa kepada masyarakat miskin 

17. Melaksanakan program berkurban setiap tahun  

18. Merayakan Hari Amal Bakti Kementerian Agama  

19. Me7lakukan pengadaan operasional perkantoran seperti Komputer, 

Printer, ATK, dan lainnya 

20. Melaksanakan program Gerakan Maghrib Mengaji  

21. Membuka Website Resmi Kementerian Agama Kota Pekanbaru  

22. Menetapkan Standar Pelayanan Publik yang optimal 
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23. Mengadakan siaran di Radio Republik Indonesia (RRI) Pekanbaru, 

termasuk program Bincang Keluarga, Bincang Religi, dan penampilan 

Santri MDTA. 

4.2 Makna Logo Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru 

Gambar 4.3 

Logo Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru 

 
Sumber: https://pekanbaru.kemenag.go.id/ 

Makna: 

1. Bintang Bersudut Lima yang melambangkan sila Ketuhanan Yang Maha 

Esa dalam Pancasila, bermakna bahwa karyawan Kementerian Agama 

selalu menaati dan menjunjung tinggi norma-norma agama dalam 

melaksanakan tugas Pemerintahan dalam Negara Republik Indonesia yang 

berdasarkan Pancasila. 

2. 17 Kuntum Bunga Kapas, 8 Baris Tulisan Dalam Kitab Suci Dan 45 Butir 

Padi memmiliki makna Proklamasi Kemerdekaan republik Indonesia pada 

tanggal 17 Agustus 1945, menunjukkan kebulatan tekad para pegawai 

Kementerian Agama untuk membela Kemerdekaan Negara Kesatuan 

republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. 
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3. Butiran Padi dan Kapas yang melingkar berbentuk bulatan bermakna 

bahwa pegawai Kementerian Agama bertanggungjawab dalam 

mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur dan merata. 

4. Kitab Suci memiliki rmakna sebagai landasan hidup dan kehidupan yang 

serasi antara kebahagiaan duniawi dan ukhrawi, materil dan spirituil 

dengan ridha Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa. 

5. Alas Kitab Suci mempunyai rmakna yaitu landasan hidup dan kehidupan 

harus ditempatkan pada proporsi yang sebenarnya sesuai dengan potensi 

dinamis dari Kitab Suci. 

6. Kalimat “Ikhlas Beramal” mempunyai rmakna bahwa pegawai 

Kementerian Agama dalam mengabdi kepada masyarakat dan Negara 

berpedoman pada niat beribadah dengan tulus dan ikhlas. 

7. Perisai yang berbentuk segi lima sama sisi perumpamaan bahwa 

kerukunan hidup antar umat beragama RI yang berdasarkan Pancasila 

dilindungi sepenuhnya sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. 

8. Kelengkapan makna lambang Kementerian Agama menggambarkan 

motto: Dengan Iman yang teguh dan hati yang suci serta menghayati dan 

mengamalkan Pancasila yang merupakan tuntutan dan pegangan hidup 

dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, karyawan Kementerian 

Agama bertekad bahwa mengabdi kepada Negara adalah Ibadah 

4.3 Visi dan Misi Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru 

Adapun visi dan misi Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru adalah 

sebagai berikut: 
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Visi  

“Kementerian Agama yang profesional dan handal dalam 

membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas dan unggul 

untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan 

berkepribadian berdasarkan gotong royong.” 

Misi  

1. Meningkatkan kualitas kesalehan umat beragama 

2. Memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama 

3. Meningkatkan layanan keagamaan yang adil, mudah dan merata 

4. Meningkatkan layanan pendidikan yang merata dan bermutu 

5. Meningkatkan produktivitas dan daya saing pendidikan 

6. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good 

Governace). 

4.4 Tema Kerja, Motto Kerja dan Sifat Kerja Kantor Kementerian Agama 

Kota Pekanbaru 

Tema Kerja 

“Ciptakan Pelayanan Yang Prima” 

Motto Kerja 

“ Profesional, Berwibawa dan Agamis” 

  Sifat Kerja  

“Cepat, Akurat dan Peduli 
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4.5 Tujuan, Sasaran dan Program Kantor Kementerian Agama Kota 

Pekanbaru 

1. Tujuan  

a. Terciptanya administrasi yang optimal 

b. Terciptanya pendidikan agama dan pendidikan keagamaan yang 

berkualitas 

c.  Terciptanya masyarakat bahagia dan sejahtera  

d. Terciptanya kehidupan beragama yang ideal  

e. Terciptanya Kerukunan dalam kehidupan beragama yang harmonis  

f. Terciptanya penyelenggaraan zakat dan wakaf yang efektif dan 

efisien 

g. Terciptanya administrasi yang terorganisis dengan baik  

2. Sasaran  

a. Teciptanya pelayanan administrasi ketatausahaan yang tertib dan 

akurat  

b. implementasi peningkatan kualitas pendidikan agama dan 

pendidikan keagamaan  

c. Terwujudnya keluarga yang harmonis  

d. Pelaksanaan pelayanan ibadah agama dilingkungan masyarakat 

e. Pembinaan isnstitusi keagamaan  

f. Pelaksanaan penyaluran zakat yang efektif dan efisien  

3. Program 
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a. Program dukungan manajemen dan implementasi tugas teknis 

lainnya kementerian agama  

b. Program memperkuat harmoni umat beragama 

c. Program bimbingan untuk masyarakat islam 

d. Program pendidikan islam 

e. Program bimbingan untuk masyarakat Kristen 

f. Program bimbingan untuk masyarakat khatolik 

g. Program bimbingan untuk masyarakat budha 

h. Program penyelenggaraan terkait haji dan umrah 

4.6 Uraian Tugas (Joob Deskription) Bagian atau Unit  Kerja 

1. Kepala  

Tugas seorang Kepala Kantor Kementerian Agama Kota 

Pekanbaru Meliputi berbagai aspe manajerial, administrative, dan 

pengelolaan kegiatan keagamaan di wilayahnya. Meliputi proses dalam 

memimpin, perencanaa, pengelolaan sumber daya, koordinasi, 

pelayanan kegamaan, penyuluhan penyelenggaraan haji dan umrah 

pembinaan dan pengawasan serta berperan dalam proses pelaporan. 

2. Subbagian Tata Usaha 

Bagian tata usaha memiliki tanggung jawab untuk memberikan 

pelayanan teknis dan administrasi kepada semua unit organisasi atau 

unit kerja di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru. 

Dalam menjalankan tugasnya, Subagian Tata Usaha mengelola fungsi-
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fungsi terkait kepegawaian, keuangan, perencanaan dan umum. 

Subbagian Tata Usaha terbagi menjadi:  

a. Subbagian Perencanaan & Keuangan  

b. Subbagian Organisasi, Tata kelola, dan Kepegawaian  

c. Subbagian Hukum dan Kerukunan Umat Beragama  

d. Subbagian Informasi dan Hubungan Masyarakat  

e. Subbagian Umum  

3. Seksi Pendidikan Madrasah 

Seksi Pendidikan Madrasah memiliki tanggung jawab untuk 

Melakukan penyusunan materi dan pelaksanan kebijakan teknis, 

pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan,  mengelola sistem informasi, 

serta menyusun  rencana dan melaporkan  hasil kerja terkait bidang 

kurikulum, fasilitas, kelembagaan, siswa, guru dan tenaga kependidikan 

madrasah sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala 

Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru. Dalam menjalankan 

tugasnya Seksi Pendidikan Madrasah bertanggung jawab atas: 

a. Persiapan materi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan 

kebijakan teknis terkait bidang kurikulum, fasilitas,lembaga, siswa, 

guru dan tenaga kependidikan madrasah; 

b. Pelayanan dan memastikan pemenuhan standar nasional pendidikan 

madrasah; 
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c. Memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kurikulum, 

evaluasi, fasilitas, kelembagaan, kerja sama, serta kesiswaan 

madrasah; 

d. Pembinaan, bimbingan teknis, dan supervisi kepada guru dan 

tenaga kependidikan madrasah; 

e. Mengelola data dan sistem informasi terkait madrasah, guru dan 

tenaga kependidikan madrasah; dan 

f. Melalukan evaluasi dan menyusunan laporan terkait kurikulum, 

sarana dan prasarana, kelembagaan, dan kesiswaan, serta guru dan 

tenaga kependidikan madrasah. 

4. Seksi Pendidikan Diniyah Dan Pondok Pesantren 

Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren memiliki 

tanggung jawab untuk merumuskan kebijakan, standardisasi, 

memberikan bimbingan teknis, melakukan evaluasi, dan pengawasan 

terhadap pesantren dan pendidikan diniyah di lingkungan Kantor 

Kementerian Agama Kota Pekanbaru sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Dalam menjalankan tugas tersebut, 

Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren melaksanakan fungsi 

sebagai berikut: 

a. Perumusan Kebijakan Di Bidang Kurikulum, Ketenagaan, 

Kesantrian, Sarana Dan Prasarana, Kelembagaan Dan Kerja Sama 

Pesantren Dan Pendidikan Diniyah; 
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b. Koordinasi Dan Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Kurikulum, 

Ketenagaan, Kesantrian, Sarana Dan Prasarana, Kelembagaan Dan 

Kerja Sama Pesantren Dan Pendidikan Diniyah; 

c. Peningkatan Kualitas Pendidikan Karakter Santri Pesantren Dan 

Pendidikan Diniyah; 

d. Fasilitasi Sarana Dan Prasarana Serta Pendanaan Pesantren Dan 

Pendidikan Diniyah; 

e. Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Di Bidang 

Kurikulum, Ketenagaan, Kesantrian, Sarana Dan Prasarana, 

Kelembagaan Dan Kerja Sama Pesantren Dan Pendidikan Diniyah; 

f. Pemberian Bimbingan Teknis Dan Supervisi Di Bidang Kurikulum, 

Ketenagaan, Kesantrian, Sarana Dan Prasarana, Kelembagaan Dan 

Kerja Sama Pesantren Dan Pendidikan Diniyah; 

g. Pelaksanaan Evaluasi Dan Laporan Di Bidang Kurikulum, 

Ketenagaan, Kesantrian, Sarana Dan Prasarana, Kelembagaan Dan 

Kerja Sama Pesantren Dan Pendidikan Diniyah; Dan 

h. Pelaksanaan Administrasi Direktorat. 

5. Seksi Pendidikan Agama Islam 

Seksi Pendidikan Agama Islam memiliki tanggung jawab untuk 

melakukan layanan, bimbingan, pembinaan, dan pengelolaan sistem 

informasi di bidang pendidikan agama Islam sesuai dengan kebijakan 

teknis yang diterapkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota 
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Pekanbaru. Adapun fungsi seksi pendidikan agama islam sebagai 

berikut: 

a. Persiapan formulasi kebijakan teknis dan perencanaan di bidang 

pendidikan agama Islam; 

b. Pelaksanaan pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang 

pendidikan agama Islam pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), 

Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar 

Biasa (SD/SDLB), Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menegah 

Pertama Luar Biasa(SMP/SMPLB), Sekolah Menengah 

Atas/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa/Sekolah Menengah 

Kejuruan (SMA/SMALB/SMK), serta pengelolaan sistem 

informasi pendidikan agama Islam; dan 

c. Melakukan evaluasi dan penyusunan laporan terkait pendidikan 

agama Islam. 

6. Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah 

Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah memiliki tanggung jawab 

untuk mengatur penyusunan materi dan pelaksanaan kebijakan teknis, 

pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, pengelolaan sistem informasi, 

dan  penyusunan  rencana,  serta pelaporan di bidang penyelenggaraan 

haji dan umrah sesuai kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala 

Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru. Dalam menjalankan 

tugasnya, Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah melaksanakan fungsi: 
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a. Penyiapan bahan perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan 

kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan haji dan umrah; 

b. Pelayanan dan pemenuhan standar pelayanan penyelenggaraan haji 

dan umrah; 

c. Bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendaftaran, dokumen 

haji, transportasi, perlengkapan, akomodasi haji reguler, bina haji 

regular, advokasi haji, bina penyelenggara umrah dan haji khusus, 

serta administrasi dana haji dan sistem informasi haji dan umrah; 

d. Koordinasi pelayanan di asrama haji; dan 

e. Evaluasi dan penyusunan laporan di bidang penyelenggaraan haji 

dan umrah 

Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah terdiri dari:  

a. Seksi Pendaftaran & Dokumen Haji  

b. Seksi Pembinaan Haji & Umrah  

c. Seksi Akomodasi, Transportasi & Perlengkapan Haji  

d. Seksi Pengelolaan Keuangan Haji  

e. Seksi Sistem Informasi Haji  

7. Seksi Bimbingan Masyarakat Islam 

Seksi Bimbingan Masyarakat Islam memiliki tanggung jawab 

untuk mengatur dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang 

bimbingan masyarakat Islam yang berdasarkan pada ketentuan 

peraturan perundang-undangan. Berikut ini fungsi dari Seksi 

Bimbingan masyarakat Islam: 
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a. Perumusan kebijakan di bidang bimbingan masyarakat Islam 

b. Pelaksanaan program bimbingan masyarakat Islam yang meliputi 

urusan agama Islam dan pembinaan Syariah, bina kantor urusan 

agama dan keluarga sakinah, penerangan agama Islam, 

pemberdayaan zakat, dan pemberdayaan wakaf 

c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang 

bimbingan masyarakat Islam 

d. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang 

bimbingan masyarakat Islam 

e. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bimbingan 

Masyarakat Islam 

Seksi Bimbingan Masyarakat Islam memiliki komponen sebagai 

berikut:  

a. Seksi Kepenghuluan  

b. Seksi Pemberdayaan Kantor Urusan Agama  

c. Seksi Kemasjidan  

d. Seksi Produk Halal  

e. Seksi Pembinaan Syariah dan Informasi Urusan Agama Islam  

8. Seksi Penyelenggaran Zakat dan Wakaf 

Seksi penyelenggara Zakat dan Wakaf memiliki tanggung jawab 

untuk melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan 

teknis, pelayanan, bimbingan, pembinaan, pengelolaan sistem 

informasi, dan penyusunan rencana, serta pelaporan di bidang 
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penerangan agama Islam, serta pemberdayaan zakat dan wakaf yang 

sesuai dengan kebijakan teknis yang diretapkan oleh Kepala Kantor 

Kementerian Agama Kota Pekanbaru. Seksi Penyelenggara Zakat dan 

Wakaf mempunyai fungsi sebagai berikut:  

a. Penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan 

perencanaan di bidang penerangan agama Islam, dan 

pemberdayaan zakat dan wakaf; 

b. Pelayanan dan pemenuhan standar nasional penerangan agama 

Islam, dan pemberdayaan zakat dan wakaf; 

c. Bimbingan teknis dan supervisi di bidang penerangan dan 

penyuluhan agama Islam, kemitraan umat, publikasi dakwah, dan 

hari besar Islam, seni budaya Islam, musabaqah Al-Quran dan Al-

Hadits, pemberdayaan, pemantauan, dan evaluasi lembaga 

pengelola zakat dan harta benda wakaf, serta pengelolaan sistem 

informasi penerangan agama Islam dan pemberdayaan zakat dan 

wakaf; 

d. Evaluasi dan penyusunan laporan di bidang penerangan agama 

Islam, dan pemberdayaan zakat  dan wakaf 

Seksi penyelenggara Zakat dan Wakaf memiliki komponen yang 

terdiri dari: 

a. Seksi Penerangan dan Penyuluhan Agama Islam  

b. Seksi Pengembangan Seni Budaya Islam, Musabaqah Al-Quran 

dan Al- Hadits;  
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c. Seksi Pemberdayaan Zakat;  

d. Seksi Pemberdayaan Wakaf.  

9. Seksi Penyelenggaraan Kristen 

Seksi Penyelenggara Kristen memiliki tanggung jawab dalam 

menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pada bidang 

bimbingan masyarakat Kristen sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. Adapun fungsi Seksi Penyelenggaraan Kristen 

adalah: 

a. Perumusan kebijakan di bidang urusan agama dan pendidikan 

agama dan keagamaan kristen;  

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang urusan agama dan pendidikan 

agama dan keagamaan kristen; 

c. Pelaksanaan pelatihan penyelenggaraan urusan agama dan 

pendidikan agama dan keagamaan kristen; 

d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang agama dan 

pendidikan agama dan keagamaan kristen; 

e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang urusan 

agama dan pendidikan agama dan keagamaan kristen; 

f. Pelaksanaan tugas direktorat jenderal; 

g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh menteri 
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4.7 Struktur Organsasi Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru 

Tabel 4.1 

Struktur Organisasi  

Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru 

(Sesuai PMA Nomor 19 Tahun 2019) 

 

Kepala Kantor Kementerian 
Agama Kota Pekanbaru  

Drs. H. Syahrul Mauludi 

Kasi Pendidikan 
Madrasah 

Dr. Rialis, M.Pd 

Kasi Pend. Diniyah 
Pondok Pesantren 

Drs. Eka Purba, 
M.I.Kom 

Kasi Pendidikan 
Agama Islam 

Drs. Marzai 

Kasi Penyelenggaraan 
Haji Dan Umrah 

Hj. Haryati, 
SE.ME.Sy,ak 

Kasi Bimbingan 
Masyarakat Islam 

H. Suhardi, HS, S.Ag 

Kasi Penyelenggara 
Zakat Wakaf 

H. Hasyim, S.Ag 

Kasi Penyelenggara 
Kristen 

Permina Manalu, S.Ag 

Kepala Sub Bagian Tata Usaha 

H. Abdul Wahid, S.Ag,m.I.Kom 

Kepala Kua 
Kepala 

Madrasah 
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BAB VI  

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai Implementasi 

Kebijakan Pembatalan Haji Reguler Pada Kantor Kementerian Agama Kota 

Pekanbaru, hasil pembahasan penelitian menyimpulkan bahwa implementasi 

dapat dianalisis melalui empat variable sesuai dengan Teori George C. Edward III. 

Implementasi Kebijakan Pembatalan Haji Reguler Pada Kantor 

Kementerian Agama Kota Pekanbaru sudah diterapkan dengan baik, namun 

belum maksimal. Aspek komunikasi terhadap calon jamaah haji yang mengajukan 

pembatalan belum berjalan baik. Selain itu, kendala dalam sumber daya baik dari 

segi staf maupun sarana dan prasarana masih terdapat hambatan dalam proses 

pembatalan haji reguler. Meskipun aspek disposisi sudah di implementasikan 

sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, namun masih terdapat kendala teknis pada 

saat proses penginputan data pemohon pembatalan haji. Di sisi lain, struktur 

birokrasi berjalan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) dan aturan yang 

berlaku. Namun, dalam pencairan dana ke rekening jamaah yang mengajukan 

permohonan prosesnya masih tidak efektif dan membutuhkan waktu yang cukup 

lama yaitu sekitar 1 sampai 2 bulan. 

Adapun hambatan dalam penerapan kebijakan Pembatalan Haji Reguler 

Pada Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut: 

1. Proses pencairan dana yang lambat, proses pencairan dana ke rekening 

jamaah terbukti tidak efektif dan memerlukan waktu yang cukup lama, 
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antara 1 sampai 2 bulan yang dapat menimbulkan ketidaknyamanan dan 

ketidakpastian bagi calon jamaah haji yang membatalkan 

2. Kendala teknis dalam penginputan data, hal ini yang disebabkan oleh 

gangguan baik pada sistem SISKOHAT maupun pada jaringan internet. 

3. Sumber daya yang kurang optimal, hal ini juga dapat menghambat dalam 

proses pelayanan pembatalan haji reguler kepada calon jamaah haji yang 

melakukan pembatalan 

4. Kurangnya sosialisasi mengenai kebijakan Pembatalan Haji Reguler kepada 

calon jamaah haji menyebabkan minimnya pengetahuan masyarakat tentang 

prosedur dan syarat yang harus dipenuhi dalam melaksanakan pembatalan 

haji. 

6.2 Saran 

Dari beberapa kesimpulan diatas, maka penulis memberikan rekomendasi 

sebagai berikut: 

1. Petugas yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan pembatalan 

haji harus memprioritaskan kecepatan dalam proses pencairan dana calon 

jamaah haji ke rekening. Agar para calon jamaah haji dapat merasakan 

kepuasan dan tidak merasa terlalu lama dalam menunggu pencairan dana 

tersebut masuk ke rekening calon jamaah haji penerima. 

2. Melakukan optimalisasi sistem informasi, hal ini dapat dicapai dengan 

mengoptimalkan pemeliharaan atau pemeriksaan yang lebih sering terhadap 

jaringan yang terkait dengan pengoprasian Sistem Informasi dan 

Komputerisasi Haji terpadu (SISKOHAT). Dengan langkah ini, diharapkan 
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proses pelayanan pembatalan haji reguler dapat berjalan secara oprimal, 

karena Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji terpadu (SISKOHAT) 

merupakan inti dari pelayanan ibadah haji, terutama dalam pelaksanaan 

proses pembatalan haji reguler. 

3. Melakukan sosialisasi tentang Kebijakan Pembatalan Haji Reguler kepada 

calon jamaah haji. Akan lebih baik jika dilakukan penyebarluasan informasi 

mengenai prosedur pembatalan haji reguler kepada masyarakat, baik melalui 

kegiatan sosialisasi  maupun penyampaian informasi melalui media online. 

Dengan cara ini, diharapkan calon jamaah haji dapat memahami lebih luas 

mengenai kebijakan pembatalan haji reguler baik dari prosedur, mekanisme 

dan syarat-syarat yang harus dipenuhi ketika akan melakukan permohonan 

pembatalan haji. 

4. Pelatihan untuk petugas dan staf, dengan melakukan pelatihan kepada 

petugas dan staf terkait agar mereka memahami dengan baik seluruh prosdur 

dan mekanisme pembatalan haji reguler. Hal ini dapat meningkatkan 

efisiensi dalam penanganan permohonan pembatalan. 
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https://kumparan.com/berita-hari-ini/hukum-membatalkan-haji-menurut-para-ullama-apakah-boleh-20bAGgaseqk/full
https://www.kemenkopmk.go.ild/pemerilntah-sepakati-bilaya-haji-2023-rata-rata-ulntulk-jamaah-reguller-sebesar-rp-90-julta
https://www.kemenkopmk.go.ild/pemerilntah-sepakati-bilaya-haji-2023-rata-rata-ulntulk-jamaah-reguller-sebesar-rp-90-julta
https://metrouniv.ac.id/id/eprint/2936/1/Cylvhia%20Herman_1502100166_S1%20PBS_2020.pdf
https://metrouniv.ac.id/id/eprint/2936/1/Cylvhia%20Herman_1502100166_S1%20PBS_2020.pdf
https://www.riau.go.id/home/content/2023/02/07/14678-hasil-verifikasi-kemenag-riau-153-calon-jemaah-haji-riau-batal-berangkat-haji-tahun
https://www.riau.go.id/home/content/2023/02/07/14678-hasil-verifikasi-kemenag-riau-153-calon-jemaah-haji-riau-batal-berangkat-haji-tahun
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LAMPIRAN 

DOKUMENTASI WAWANCARA 

DI KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PEKANBARU 
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PEDOMAN WAWANCARA 

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBATALAN HANI REGULER PADA 

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PEKANBARU 

 

UNTUK ISTANSI: 

1. Apa pengertian pembatalan haji reguler/ 

2. Apa tujuan dari kebijakan pembatalan haji reguler? 

3. Bagaimana proses komunikasi dalam proses pembatalan haji reguler? 

4. Apakah ada sosialisasi dari kementerian agama kota pekanbaru kepada 

calon jamaah haji tentang kebijakan pembatalan haji kepada calon jamaah 

haji? 

5. Apakah ada sop tentang pembatalan haji reguler? 

6. Bagaimana prosedur pembatalan haji reguler? 

7. Berapa lama proses pembatalan haji reguler? 

8. Sarana/prasarana apa saja yang dijadikan pendukung dalam pelaksanaan 

kebijakan pembatalan haji reguler? 

9. Apakah Sumber daya manusia di bidang pembatalan haji sudah memadai? 

10. Berapa jumlah pegawai yang menangani proses pelayanan pembatalan 

haji? 

11. Fasilitas apa saja yang digunakan dalam proses pelayanan pembatalan 

haji? 

12. Apa alasan calon jamaah haji dalam melakukan permohonan pembatalan 

haji? 
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13. Apakah ada peningkatan jumlah pembatalan haji dari tahun ke tahun? 

14. Apakah ada kendala/penghambat dalam proses pelayanan pembatalan haji 

reguler? 

15. Bagaimana dampak dari adanya kebijakan pembatalan haji reguler pada 

saat ini? 

 

UNTUK CALON JAMAAH HAJI YANG MEBATALKAN: 

1. Mengapa ibu/bapak melakukan pembatalan haji? 

2. Bagaimana proses pelayanan pembatalan haji reguler? 

3. Bagaimana sikap pegawai dalam melayani proses pembatalan haji? 

4. Berapa lama proses pembatalan haji reguler? 

5. Bagaiamana fasilitas yang disediakan apakah sudah memadai? 
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